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Priyadi, Ragil. 2116500045. 2021. Analisis Kualitas Pelayanan BPJS di RSUD 
Kabupaten Brebes Tahun 2021. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing 
I: Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si., Pembimbing II: Unggul Sugiharto, S.IP., M.Si.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan BPJS di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes dan  mendeskripsikan hambatan 
peningkatan kualitas pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Brebes. 
Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data 
sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview, 
angket (kuesioner), dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis 
kualitatif untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kualitas pelayanan 
pengguna BPJS, diharapkan dapat diungkapakan situasi dan permasalahan yang 
dihadapi masyarakat pengguna BPJS dalam memperoleh pelayanan yang baik di 
rumah sakit. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan BPJS di RSUD 
Kabupaten Brebes dalam hal wujud atau bukti fisik (tangiblel) sudah baik. 
Peralatan rumah sakit sudah modern dan sesuai standar yang berlaku, dokter dan 
perawat rumah sakit sudah berpenampilan sopan dan menarik ditambah lagi 
dengan adanya bangunan-bangunan baru di rumah sakit. Hambatan peningkatan 
kualitas pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes 
meliputi hambatan dari faktor internal dan hambatan dari faktor eksternal. 
Hambatan dari faktor internal berupa kurangnya ruang rawat untuk pasien BPJS 
kelas III sehingga pada umumnya pasien naik kelas. Hambatan dari faktor 
eksternal yaitu kurangnya pemahaman pengguna BPJS tentang persyaratan dan 
fasilitas yang diperoleh pengguna BPJS. Pasien mengira seluruh perawatan dan 
pengobatan naik kelas kamar rawat inap di tanggung penuh oleh BPJS. 





Priyadi, Ragil. 2116500045. 2021. Analysis of BPJS Service Quality in Brebes 
District Hospital in 2021. Skripsi. Study Program of Government Science, Faculty 
of Social Science and Political Science. Pancasakti University, Tegal. Advisor I: 
Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Sc., Advisor II: Unggul Sugiharto, S.IP., M.Sc. 
This study aims to determine the quality of BPJS services at the Regional 
General Hospital of Brebes Regency and describe the obstacles to improving the 
quality of BPJS services at the Regional General Hospital of Brebes Regency.  
This research is a quantitative research with qualitative descriptive 
research type. The types of data used are primary data and secondary data with 
data collection techniques using observation, interviews, questionnaires 
(questionnaires), and documentation. Data analysis uses qualitative analysis to 
obtain data related to the quality of service for BPJS users, it is hoped that the 
situation and problems faced by BPJS users in obtaining good service in hospitals 
can be disclosed.  
The results of the study concluded that the quality of BPJS services at the 
Brebes District Hospital in terms of tangible or physical evidence (tangiblel) was 
good. Hospital equipment is modern and in accordance with applicable 
standards, doctors and hospital nurses have a polite and attractive appearance 
coupled with the existence of new buildings in the hospital. Barriers to improving 
the quality of BPJS services at the Regional General Hospital of Brebes Regency 
include obstacles from internal factors and obstacles from external factors. 
Barriers from internal factors in the form of lack of treatment rooms for BPJS 
class III patients so that in general patients go to class. The obstacle from 
external factors is the lack of understanding of BPJS users about the requirements 
and facilities obtained by BPJS users. The patient thinks that all care and 
treatment in the inpatient room class will be fully borne by BPJS.  
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I.1 Latar Belakang Masalah  
Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap manusia 
dan diakui segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Perbaikan 
kesehatan masyarakat merupakan salah satu tugas negara yang penting 
dalam pemenuhannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan 
merupakan salahsatu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib 
diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H 
ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  
Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, 
sebagai abdi negara dan masyarakat. Pelayanan sebagai proses pemenuhan 
kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara lansung, merupakan konsep 
yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan atau instansi. Hal 
ini diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal 34 ayat (3) bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan 
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 
Salah satu tantangan mendesak dalam pembangunan kesehatan 
dewasa ini adalah bagaimana memastikan ketersediaan dan aksesibilitas 




karena itu pemerintah pusat maupun daerah harus saling bahu membahu 
dalam melaksanakan pembangunan kesehatan yang terencana dan terpadu 
dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN) merupakan pengelolaan kesehatan yang 
diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan 
saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya (Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 
72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional). 
Salah satu instansi yang menyelenggrakan pelayanan kesehatan 
adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu badan usaha yang 
menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan medis 
jagka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, 
diagnostik, terapetik, dan rehabilitatif untuk orang orang yang menderita 
sakit, terluka dan untuk mereka yang melahirkan. Rumah sakit juga 
merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan 
pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga 
kesehatan dan penelitian (Notoatmodjo, 2010:154). 
Rumah sakit sesuai dengan fungsinya (melaksanakan pelayanan 
medis, dan pelayanan penunjang medis) berkewajiban mengupayakan, 
menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bermutu dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkulitas. Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. menjelaskan bahwa 




penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dengan 
demikian rumah sakit dituntut memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas, 
sebagaimana fungsi pemerintah untuk mewujudkan serta meningkatkan 
pelayanan pada warga masyarakat secara maksimal, salah satunya dengan 
meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang kesehatan.  
Anggriani (2016) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas 
pelayanan yang diberikan pada pasien BPJS Kesehatan dan Non BPJS 
Kesehatan di Puskesmas Dau sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dilihat dari Bukti langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, 
dan Empati. Sedangkan faktor pendukung pelayanan adalah sikap pegawai 
yang ramah sopan santun, kesederhanaan alur dan biaya terjangkau namun 
masih ada yang perlu diperbaiki yaitu kurangnya sarana dan prasarana 
penunjang, seperti pengeras suara, jaringan wifi lamban dan ketidaksesuaian 
jumlah pasien yang ramai dengan jumlah petugas yang ada 
Hasil penelitian Pertiwi (2016) menyebutkan adanya perbedaan yang 
signifikan kualitas pelayanan berdasarkan keselamatan pasien, efektivitas 
dan efisiensi, dan berorietasi pada pasien, serta kepuasan pasien antara 
pasien yang menggunakan BPJS dan umum, serta adanya pengaruh antara 
variabel keselamatan pasien, efektivitas dan efisiensi, dan berorietasi pada 




yang memberikan pelayanan berbelit-belit, tidak professional serta lamban 
melayani pasien, terutama pasien pengguna BPJS. Begitu juga dengan hasil 
penelitian Aruan dan Rifki (2018) menyimpulkan layanan BPJS rumah sakit 
di Jawa Timur selama ini masih belum efektif, karena selain masih 
lemahnya koordinasi antara puskesmas dengan rumah sakit rujukan yang 
dikelola BPJS, juga wilayah cakupan rumah sakit rujukan di kedua daerah 
tersebut sangat luas sehingga tidak bisa menampung pasien layanan BPJS. 
RSUD Kabupaten Brebes adalah rumah sakit milik Pemerintah 
Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan daerah perbatasan antara 
Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, didirikan pada tahun 1954. Luas 
lahan yang dimiliki 3,99Ha atau 39.900m², dengan luas bangunan 14.114m² 
(https://rsud.brebeskab.go.id/home/baca-berita/ diakses 10 April 2020).  
Tabel 1.  
Jumlah Pasien Pengguna BPJS Rawat Jalan dan Rawat Inap Tahun 2020 
 
No. Tahun Jumlah 
Rata-rata 
per bulan 
1 Pasien Rawat Jalan Poliklinik   
 Tahun 2018 87.983 Pasien  7.332 Pasien 
 Tahun 2019 37.115 Pasien 3.093 Pasien 
 Tahun 2020 (5 bulan terakhir) 15.529 Pasien 3.106 Pasien 
 a. Januari 2020 4.192   
 b. Februari2020 3.840   
 c. Maret 2020 3.660   
 d. April 2020 2.118   
 e. Mei 2020 1.719   
2 Pasien Rawat Inap    
 Tahun 2018 15.804 Pasien 1.317 Pasien 
 Tahun 2019 16.377 Pasien 1.365 Pasien 
 Tahun 2020  1.642 Pasien 
 a. Januari 2020 1.642 Pasien  




Dari data tersebut terlihat pasien pengguna BPJS rawat jalan di 
RSUD Kabupaten Brebes mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018 rata-
rata pasien sebanyak 7.332 pasien menurun menjadi 3.093 pasien di tahun 
2019. Sedangkan pada tahun 2020 rata-rata perbulan sebanyak 3.106 pasien, 
namun dari data tiap bulan di tahun 2020 terlihat penurunan jumlah pasien 
yang terus menerus dari bulan ke bulan. Di sisi lain data pasien rawat inap 
pengguna BPJS dari laporan yang terdapat di RSUD Kabupaten brebes 
mengalami peningkatan dari 15.804 pasien dengan rata-rata perbulan 1.317 
pasien di tahun 2018 menjadi 16.377 pasien dengan rata-rata 1.365 pasien di 
tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 baru tercatat data dari bulan Januari 
sampai Mei bejumlah 15.529 pasien dengan rata-rata perbulan 1.642 pasien. 
Dari hasil wawancara dengan Tahrudin, salah satu pasien pengguna 
BPJS pada tanggal 29 Juni 2020 mengatakan bahwa pelayanan perawat 
kurang memuaskan, terlihat dari sikap dan tindakan perawat berbeda saat 
menangani pasien pengguna BPJS dengan non BPJS, perawat terkesan lebih 
respek dalam menangani pasien non BPJS. Di lain pihak banyak juga 
pengguna BPJS yang menjadi pasien di rumah sakit umum daerah (RSUD) 
Brebes mengeluhkan pelayanan poliklinik yang kurang memuaskan. Hal ini 
terbukti dengan adanya penurunan pasien pengguna BPJS rawat jalan 
poliklinik. Keluhan disampaikan warga setelah sejumlah karyawan rumah 
sakit setempat melakukan aksi mogok kerja, dalam aksinya mereka 
menyuarakan sejumlah tuntutan, agar rumah sakit tetap menggunakan pola 




depan ruang tunggu poliklinik setempat sejumlah warga harus menunggu 
antrean pelayanan medis. Bahkan beberapa diantaranya sempat melontarkan 
keluhannya di grup media sosial, mereka meminta hak pelayanan kesehatan. 
Apalagi, selama ini mereka sudah menuruti apa yang menjadi keinginan 
pemerintah, yakni menuruti menaikan tarif iuran BPJS (http://suarabaru.id/ 
2020/02/10/karyawan-demo-pasien-rsud-brebes-keluhkan-pelayanan diakses 
10 April 2020). 
Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa 
RSUD Kabupaten Brebes selaku lembaga resmi pemerintah yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan terindikasi kurang memuaskan 
pasien dan realitanya tidak sesuai dengan visi yang berbunyi “menjadi 
rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat brebes dan 
sekitarnya yang bermutu, memuaskan dan mandiri.” Dari permasalah 
tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 
Kualitas Pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten Brebes”. 
I.2 Rumusan Masalah  
Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan akan dicarikan 
jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016:35). Berdasarkan 
atas uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini 
adalah RSUD Kabupaten Brebes selaku lembaga resmi pemerintah yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan terindikasi kurang memuaskan 




pada kualitas pelayanan pengguna BPJS, yang dikemukakan dalam 
pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana kualitas pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Brebes? 
2. Apa saja hambatan meningkatkan kualitas pelayanan BPJS di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes? 
I.3 Tujuan Penelitian  
Kegiatan penelitian bertujuan untuk mencapai penjelasan mendalam 
atas suatu permasalahan atau fenomena sosial tertentu. Sesuai dengan 
rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui kualitas pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Brebes. 
2. Mendeskripsikan hambatan peningkatan kualitas pelayanan BPJS di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes.  
I.4 Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis 
maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis, dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan 
khasanah keilmuan pada umumnya, khususnya ilmu sosial dan politik 
terkait kualitas pelayanan publik sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 




2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Pemerintah, sebagai masukan untuk dapat mengevalusi dan 
memperbaiki persoalan kualitas pelayanan pengguna BPJS di Rumah 
Sakit Umum Daerah sesuai dengan standar pelayanan menurut 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
b. Bagi Rumah Sakit, lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan 
baik dari segi pelayanan oleh tenaga medis maupun kelengkapan 
sarana prasana yang dimiliki terutama untuk meningkatkan 
keefektifan dan efisiensi waktu pelayanan khususnya bagi pengguna 
BPJS Kesehatan. 
c. Bagi Pengguna BPJS, menambah wawasan dan pengetahuan 
masyarakat agar masyarakat pengguna BPJS nantinya jauh lebih 
mengerti dan lebih memahami tentang standar pelayanan kesehatan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memahami 
dan mengetahui hak dan kewajiban pengguna BPJS dalam 
memperoleh pelayanan kesehatan yang bisa dijadikan referensi untuk 
perbaikan mutu pelayanan kesehatan. 
d. Bagi Penulis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang kualitas 
pelayanan pasien pengguna BPJS serta menambah kemampuan 
berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata 




II.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang kualitas pelayanan pengguna BPJS sudah pernah 
pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun penelitian ini 
berbeda dengan penelitian terdahulu lainnya penelitian ini dilakukan di 
RSUD Kabupaten Brebes. Berikut penelitian-penelitian sejenis yang relevan 
dalam penelitian ini yang dapat dijadikan rujukan. 
Novia Cesar Muhgni Putri (2015) “Kualitas Pelayanan Kepesertaan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Peserta Pekerja 
Bukan Penerima Upah (PBPU) Di Kabupaten Batang”. Jurnal Ilmu 
Pemerintahan, FISIP, UNDIP Juni 2015. Penelitian ini menggunakan 
metodepenelitian kuantitatif dengan tipe penelitian statistik deskriptif 
dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 
objek penelitian. Teori yang dipakai untuk mengukur kualitas layanan 
menggunakan Dimensi SERVQUAL (kualitas pelayanan), yakni: Keandalan 
(Reliability), Ketanggapan (Responsiviness), Jaminan (Assurance), Empati 
(Empathy) dan Bukti Langsung (Tangibles). Hasil penelitian menunjukkan 
penilaian publik terhadap kualitas layanan peserta BPJS Perawatan 
Kesehatan di Batang dinilai Baik. Dari data yang telah diproses, nilai UKM 
untuk kualitas layanan adalah 77 yang mengacu pada kategori B atau Baik. 
Namun, dari penelitian yang dilakukan masih ada beberapa hal yang perlu 




beberapa elemen yang masih perlu ditingkatkan dari BPJS Health Care 
Batang untuk mencapai grade A atau Sangat Bagus. 
Sopia Weni Anggriani (2016) melakukan penelitian dengan judul 
“Kualitas Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan dan Non Bpjs 
Kesehatan”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vo. 5, No. 2 (2016). 
Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan memahami subjek 
penelitian. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman (dalam 
Sugiyono 2014:246-247). Untuk menguji tingkat kepercayaan data 
menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menyatakan bahwa 
kualitas pelayanan yang diberikan pada pasien BPJS Kesehatan dan Non 
BPJS Kesehatan di Puskesmas Dau sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dilihat dari Bukti langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, 
dan Empati. Sedangkan faktor pendukung pelayanan adalah sikap pegawai 
yang ramah sopan santun, kesederhanaan alur dan biaya terjangkau namun 
masih ada yang perlu diperbaiki yaitu kurangnya sarana dan prasarana 
penunjang, seperti pengeras suara, jaringan wifi lamban dan ketidaksesuaian 
jumlah pasien yang ramai dengan jumlah petugas yang ada. 
Aruan dan Rifki (2018) melakukan penelitian dengan judul 
“Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit 
Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur”. Jurnal Matra Pembaharuan (Jurnal 
Inovasi Kebijakan), Vol. 2, No. 1 (2018). Pelayanan BPJS selama ini dinilai 
belum maksimal, bahkan jauh dari cita-cita pemerintah yang tertuang dalam 




Penelitian ini tentang layanan BPJS di dua rumah sakit di Jawa Timur yaitu 
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan RSU Dr. Soedono Madiun. Tujuan 
penelitian ini untuk menganalisis pelayanan BPJS di kedua rumah sakit 
tersebut terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu, penelitian juga untuk 
mengetahui seperti apa pelayanan pasien BPJS di kedua rumah sakit 
tersebut. Metode kajian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode 
deskriptif. Temuan penelitan ini menyimpulkan, layanan BPJS di kedua 
rumah sakit tersebut selama ini masih belum efektif, karena selain masih 
lemahnya koordinasi antara puskesmas dengan rumah sakit rujukan yang 
dikelola BPJS, juga wilayah cakupan rumah sakit rujukan di kedua daerah 
tersebut sangat luas sehingga tidak bisa menampung pasien layanan BPJS. 
Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, diketahui bahwa penelitian 
sejenis terkait dengan kualitas pelayanan pengguna BPJS sudah pernah 
dilakukan. Namun terdapat perbedaan-perbadaan antara penelitian ini 
dengan penelitian terdahulu. Perbedaan terlihat pada jenis pengguna BPJS 
yang dijadikan informan, penelitian Putri difokuskan pada peserta pekerja 
bukan penerima upah, penelitian Anggriani selain meneliti peserta BPJS 
Kesehatan juga peserta non BPJS Kesehatan, sedangkan penelitian ini 
dilakukan pada pengguna BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Perbedaan 
juga terlihat pada lokasi, penelitian Putri dilakukan di Kabupaten Batang, 
penelitian Anggriani di Puskesmas Dau, dan penelitian Aruan dan Rifki di 
Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian 




II.2 Kerangka Teori  
1. Tinjauan tentang Pelayanan Publik  
a. Pengertian Pelayanan Publik  
Pelayanan publik terdiri daru dua kata, yaitu “pelayanan” dan 
“publik”. Untuk mengetahui pengertian pelayanan publik, maka perlu 
diketahui definisi pelayanan dan publik. Moenir (dalam Pasolong 2010:128) 
mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 
aktifitas manusia secara langsung. Pelayanan dapat diartikan suatu kegiatan 
atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang 
dengan orang lain atau mesin secara fisik, menyediakan kepuasan pelanggan.  
Menurut Ratih Hurriyati yang dikutip dari Zeithaml dan Bitner 
mengemukakan bahwa pelayanan adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan 
output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada 
saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud 
bagi pembeli pertamanya (Hurriyati, 2005:28). 
Paimin Napitupulu mengartikan pelayanan sebagai serangkaian 
kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih 
memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, 
cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada memiliki, dan pelanggan lebih 
dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut 
(Napitupulu, 2007:164). 
Pelayanan merupakan suatu proses timbal balik antara konsumen 




dilayani dengan yang melayani, proses tersebut berjalan secara rasional. 
Istilah publik berasal dari bahasa Inggris “public” berarti umum, masyarakat, 
negara. Kata “public” sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia 
baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Menurut Inu 
Kencana (dalam Yusni 2012:34), publik adalah sejumlah manusia yang 
memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang 
benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki.  
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang 
dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap 
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk 
secara fisik. Menurut Mukarom & Laksana (dalam Anggara 2012:33-34), 
“pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan 
oleh instansi pemerintah, baik pusat, daerah, maupun lingkungan Badan Usaha 
Milik Negara.” Artinya pelayanan publik berlaku dimana saja dan diberikan 
oleh instansi manapun, baik pemerintah maupun swasta. Fokus utama 
kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala 
sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau 
meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.  
Pelayanan publik bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan publik, tetapi juga sebagai upaya menigkatkan kualitas hidup 
manusia. Oleh karena itu pelayanan publik menjadi suatu yang urgen, bahkan 




Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pasal 1 menyatakan bahwa setiap 
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar 
pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan. 
Kurniawan (2005:4) berpendapat bahwa “pelayanan publik adalah 
melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan 
secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan 
dengan kehidupan manusia (Sinambella, dkk, 2006:3). Lebih lanjut 
Sinambella, dkk (2006:5) mendefinisikan pelayanan publik adalah pemenuhan 
keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. 
Pelayanan publik sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau 
organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan 
(Dwiyanto, 2011:128). Daryanto dan Setyobudi (2014:122), menjelaskan 
bahwa “pelayanan merupakan suatu proses yang menghasilkan suatu produk 
yang berupa pelayanan, kemudian diberikan kepada pelanggan”. Pendapat 
lainnya disampaikan Mukaron (2015:6) “pelayanan publik didefenisikan 
sebagai layanan yang utama atau sempurna, didanai oleh pajak.”  
Berdasarkan berbagai pengertian pelayanan publik yang telah 
diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala 
bentuk pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan 




pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik merupakan aktivitas 
pemberian pelayanan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik 
untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau 
masyarakat sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. 
b. Asas-Asas Pelayanan Publik  
Penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan 
untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa. 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4, 
menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada: 
1) Kepentingan umum, pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan 
kepentingan pribadi dan/'atau golongan 
2) Kepastian hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
3) Kesamaan hak, pemberian pelayanan ticiak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender, dan status ekonomi 
4) Keseimbangan hak dan kewajiban, pemenuhan hak harus sebanding 
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 
penerima pelayanan. 
5) Keprofesionalan, pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang 
sesuai dengan bidang tugas. 
6) Partisipatif, peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 





7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, Setiap warga negara berhak 
memperoleh pelayanan yang adil. 
8) Keterbukaan, setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses 
dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 
9) Akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 
dipertanggungjawabkan :sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, pemberian 
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 
pelayanan. 
11) Ketepatan waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 
waktu sesuai dengan standar pelayanan. 
12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, setiap jenis pelayanan 
dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 
c. Prinsip Pelayanan Publik 
Mustofadidjaja (dalam Badu, 2012:65-66) mengemukakan beberapa 
prinsip penyediaan pelayanan pada sektor publik dalam upaya meningkatkan 
kualitas pelayanan meliputi: 
1) Menetapkan standar pelayanan artinya standar tidak hanya menyangkut 
standar atas produk pelayanan, tetapi juga standar prosedur pelayanan 
dalam kaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas. Standar 




2) Terbuka terhadap segala kritik dan saran maupun keluhan, dan 
menyediakan seluruh informasi yang dipergunakan dalam pelayanan. 
Penyelenggara pelayanan harus memiliki berbagai instrumen yang 
memungkinkan masyarakat pelanggan menyampaikan keluhan, kritik 
ataupun saran, serta harus menyediakan berbagai informasi yang 
diperlukan oleh masyarakat pelanggan secara proaktif. 
3) Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil. Dalam 
pemberian barang layanan tertentu, dimana masyarakat peanggan secara 
transparan diberikan pilihan, maka pengertian adil adalah proporsional 
sesuai dengan yang dibayarkannya.  
4) Mempermudah akses kepada seluruh masyaraat pelanggan. Unit-unit 
pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan harus benar-
benar mudah akses oleh masyarakat pelanggan. 
5) Membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal tersebut 
menyimpang. Jika terjadi sesuatu yang menyimpang atau tidak pada 
tempatnya, dalam kaitan dengan pemberian pelayanan, maka setiap jajaran 
personil pelayanan dari seluruh tingkatan yang mengetahui penyimpangan 
tersebut harus segera membenarkan sesuai dengan kapasitasnya atau jika 
tidak dapat menyelesaikan masalah maka wajib menyampaikan kepada 
atasannya mengenai penyimpangan tersebut. 
6) Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani masyarakat 
pelanggan secara efisien dan efektif. Karena kriteria dasar pelayanan 




penggunaan sumber-sumber yang digunakan dalam pelayanan harus 
memenuhi kriteria ini. 
7) Selalu mencari pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas 
pelayanan. Penyelenggara pelayanan harus secara kontinu melakukan 
pembaharuan dan penyempurnaan baik secara responsive sesuai dengan 
masukan dari masyarakat pelanggan dan penilaian kinerja pelayanan 
maupun secara proaktif atas kehendak manajemen. 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 
Pelayanan menyebutkan bahwa dalam penyusunan, penetapan,dan penerapan 
standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: 
1) Sederhana. Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, 
mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya 
terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 
2) Partisipatif. Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat 
dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan 
atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 
3) Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat 
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 
berkepentingan. 
4) Berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan 




5) Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh 
masyarakat. 
6) Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang 
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status 
ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan 
mental. 
d. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik  
Pelayanan publik terjadi di setiap tingkatan pemerintah sesuai dengan 
bidang dan luas lingkunganya. Oleh karena itu, dapat dibedakan antara 
pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupten kota, bahkan sampai tingkat 
pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan (Madubun 2017:63). Pelayan 
jasa diberikan sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan jenis 
pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.  
Pernyataan tersebut di atas sangat sejalan dengan pendapat Mukaron 
(2015:6-7), bahwa kebanyakan pelayanan publik akan mencakup bidang-
bidang manajemen publik sebagai berikut: pemerintah pusat dan daerah, 
kewenangan kesehatan, pendidikan, pertahanan, peradilan/urusan dalam 
negeri dan organisasi-organisasi semi negara non komersil. Sedangkan bentuk 
pelayanan publik dikelompokan menjadi: 
1) Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagia bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. 
2) Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 




3) Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk jasa yang dibutuhkan publik. 
Bentuk-bentuk pelayanan publik lainya dikemukakan Moenir 
(2006:190), sebagai berikut: 
1) Layanan dengan lisan yaitu layanan yang dilakukan oleh petugas dalam 
bidang hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan 
bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 
siapapun yang memerlukan. 
2) Layanan dengan tulisan, layanan ini terdiri dari dua golongan, yaitu: a) 
layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan keada 
orangorang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam 
berurusan denagan istansi atau lembaga, b) layanan berupa reaksi tertulis 
atas permohonan, laporan, keluhan, dan pemberitahuan.  
Selanjutnya, dalam proses pelayanan publik terdapat berbagai 
komponen atau unsur-unsur pelayanan. Menurut Barata (2004:11) terdapat 
empat unsur penting dalam proses pelayanan publik yaitu: 
1) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan 
dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 
2) Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(costumer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. 
3) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 




4) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan, penyedia layanan harus 
mengacu pada tujuan utama pelayanan yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini 
sangat penting dilkukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 
pelanggan biasanya berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa 
yang mereka nikmati. 
e. Standar Pelayanan Publik  
Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu 
pembakuan pelayanan yang baik standar pelayanan berbentuk suatu 
dokumentasi yang berisi rincian teknis dari sebuah pelayanan. Rincian yang 
biasanya tercantum dalam dokumen ini mencakup pernyataan visi dan misi 
pelayanan, prosuder pelayanan, denah pelayanan, ketentuan tarif, prasyarat 
pelayanan, klasifikasi pelanggan, jenis pelanggan, jenis layanan, jaminan 
mutu, dan janji pelayanan. 
Adapun ciri pelayanan yang harus diikuti oleh pegawai yang bertugas 
melayanai pelanggan, menurut Moenir (2006;66), antara lain: 
1) Tersedianya pegawai yang baik 
2) Tersedianya sarana dan prasaran yang baik 
3) Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga selesai 
4) Mampu melayani secara cepat dan tepat 
5) Mampu berkomunikasi 
6) Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik. 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 




1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar 
pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 
masyarakat, dan kondisi lingkungan. 
2) Dalarn menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan 
masyarakat dan pihak terkait.  
3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  
4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung 
dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan rnengutamakan 
musyawarah, serta memperhatikan ke beragaman.  
5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam 
peraturan pemerintah. 
Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pelayanan (service delivery) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, meliputi: 
1) Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus 





2) Sistem, mekanisme, dan prosedur, merupakan tata cara pelayanan yang 
dibakukan bagi penerima pelayanan.  
3) Jangka waktu pelayanan, merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  
4) Biaya/tariff, merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 
masyarakat. 
5) Produk pelayanan. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang 
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Organisasi penyelenggara 
pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan.  
2. Tinjauan tentang Kualitas Pelayanan  
a. Pengertian Kualitas Pelayanan  
Kata “kualitas” mengandung banyak definisi dan makna karena orang 
yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian 
dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan 
berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan 
pelanggan, melakukan segala sesuatu yang membahagiakan (Tjiptono, 
2004:2). Lebih lanjut menurut Tjiptono & Chandra (2011:164), konsep 
kualitas dianggap sebagai ukuran kesempurnaan sebuah produk atau jasa yang 




Kualitas dapat dikatakan sebagai fungsi secara spesifik dari sebuah 
produk atau jasa yang merupakan ukuran seberapa besar tingkat kesesuaian 
antara sebuah produk atau jasa dengan persyaratan atau spesifikasi kualitas 
yang ditetapkan sebelumnya. Kualitas adalah sebuah bentuk pengukuran 
terhadap suatu nilai layanan yang telah diterima oleh konsumen dan kondisi 
yang dinamis suatu produk atau jasa dalam memenuhi harapan konsumen. 
Moenir (dalam Pasolong 2010:128) mengatakan bahwa pelayanan 
adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas manusia secara 
langsung. Pelayanan dapat diartikan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang 
terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau 
mesin secara fisik, menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut Jasfar 
(2005:47), pelayanan juga diartikan dengan jasa. Kualitas jasa atau pelayanan 
merupakan suatu pembahasan yang sangat kompleks karena penilaian kualitas 
pelayanan berbeda dengan kualitas produk, terutama sifatnya yang tidak nyata 
(intangiable) dan produksi serta konsumsi berjalan secara stimultan. Sehingga, 
kualitas pelayanan adalah bagaimana tanggapan pelangggan terhadap jasa atau 
layanan yang dikonsumsi atau dirasakannya.  
Menurut Fandi Tjiptono (2014:194), kualitas pelayanan dapat diartikan 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 
penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan 
(service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para 




dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan 
terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan atau organisasi. 
Kualitas layanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan 
harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima/peroleh (Rambat 
Lupiyadi, 2006:148). Menurut Lewis & Booms dalam Tjiptono & Chandra 
(2011:180), kualitas layanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan 
yang diberikan mampu terwujud sesuai harapan pelanggan. Sama seperti yang 
telah diungkapkan Tjiptono (2011:157) menyatakan bahwa kualitas layanan 
itu sendiri ditentukan oleh kemampuan perusahaan atau organisasi dalam 
memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan ekspektasi 
pelanggan. 
Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu perusahaan atau organisasi dalam 
memenuhi harapan konsumen dengan memberikan pelayanan kepada 
konsumen pada saat berlangsung dan sesudah transaksi berlangsung. Setiap 
pelayanan publik, pelangganlah yang harus dipenuhi kepentinganya sebagai 
wujud kualitas dari suatu penyelenggaraan pelayanan publik. 
b. Prinsip-Prinsip Kualitas Pelayanan  
Perusahaan atau organisasi harus mampu memenuhi enam prinsip 
utama yang berlaku baik bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan 
jasa. Keenam prinsip ini sangat bermanfaat dalam membentuk dan 
mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan 




dan pelanggan. Enam prinsip pokok tersebut menurut Wolkins (dalam 
Tjiptono 2011:75-76), yaitu sebagai berikut: 
1) Kepemimpinan, strategi kulitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan 
komitmen dari manajemen puncak. 
2) Pendidikan, semua personal perusahaan dari manajer puncak sampai 
karyawan opersional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. 
3) Perencanaan, proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran 
dan tujuan kulitas yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan 
untuk mencapai visinya. 
4) Review, proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif 
bagi manajemen untuk mengubah organisasi. 
5) Komunikasi, implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi 
oleh proses komunikasi dalam perusahaan. 
6) Penghargaan dan pengakuan (total human reward), Penghargaan dan 
pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi kualitas. 
Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan 
prestasinya tersebut diakui 
Prinsip-prinsip kualitas pelayanan atau jasa di atas yang harus dimiliki 
oleh perusahaan penyelenggara jasa dalam usaha untuk menciptakan suatu 
lingkungan yang kondusif diantaranya adalah adanya suatu pemimpin dalam 
suatu perusahaan. Semua personil perusahaan atau organisasi, pendidikan 
tentang kualitas pelayanan mempunyai suatu perencanaan dalam mencapai 




dilakukan, adanya komunikasi yang baik Semua personil perusahaan dan 
orang-orang yang bersangkutan, adanya penghargaan dan pengakuan setiap 
prestasi yang telah diraih semua personil perusahaan. 
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan  
Menurut Dwiyanto (2006:56), kualitas layanan publik yang diberikan 
oleh birokrasi dipengaruhi oleh bergabagai faktor diantaranya sebagai berikut: 
1) Tingkat kompetensi aparat, kompetensi aparat merupakan akumulasi dari 
sejumlah sub-variabel seperti tingkat pendidikan, jumlah tahun 
pengalaman kerja, dan variasi pelatihan yang diterima. Dalam hal ini dapat 
dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang aparat maka 
semakin baik pula pelayanan yang diberikan dikarenakan pengetahuan 
yang dimiliki, begitu pula dengan pengalaman kerja dan variasi pelatihan 
yang diterima. 
2) Kualitas peralatan yang digunakan, kualitas peralatan yang digunakan 
untuk memproses pelayanan akan dapat mempengaruhi prosuder 
kecepatan proses, dan kulitas keluaran (output) yang akan dihasilkan. 
Dalam hal ini dapat dikatan bahwa organisasi yang menggunakan 
teknologi moder servis komputer memiliki metode dan prosedur kerja 
yang berbeda dengan organisasi yang masih menggunakan cara manual. 
Dengan mengadopsi teknologi modern dapat menghasilkan output yang 
lebih banyak dan berkualias dalam waktu yang relaif lebih cepat. 
3) Budaya organisasi, adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh 




organisasi lainya. Budaya paternalism yang masih mendominasi birokrasi 
di Indonesia telah melahirkan pola hubungan atntara atasan dan bawahan 
seperti patron-clients, sifat hubungan ini mengandung makna bahwa 
patron atau bapak memiliki kewajiban melindungi dan memenuhi 
kebutuhan clients atau anak. Sementara itu, clients atau anak berkewajiban 
loyal dan menjaga nama baik patron atau bapak. Hubungan patron-clients 
ini membawa konsekuensi, yaitu apabila ada kesalahan mereka akan saling 
menutupi kesalahan. 
Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2011:157), terdapat faktor yang 
mempengaruhi kualitas sebuah layanan adalah expected service (layanan yang 
diharapkan) dan perceived service (layanan yang diterima). Jika layanan yang 
diterima sesuai bahkan dapat memenuhi apa yang diharapkan maka jasa 
dikatakan baik atau positif. Jika perceived service melebihi expected service, 
maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya 
apabila perceived service lebih jelek dibandingkan expected service, maka 
kualitas pelayanan dipersepsikan negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik 
tidaknya kualitas pelayanan terhantung pada kemampuan perusahaan dan 
stafnya memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 
d. Dimensi Kualitas Pelayanan  
Menurut Parasuraman (Jasfar, 2005:51), terdapat lima dimensi kualitas 
pelayanan/jasa diantaranya adalah: 
1) Realibility (kehandalan), kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 




(dependably), terutama memberikan jasa secara tepat waktu (ontime), 
dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yangg telah dijanjikan dan 
tanpa melakukan kesalahan tiap waktu. 
2) Responsivisness (daya tanggap), kemauan atau keinginan para karyawan 
untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. 
Membiarkan konsumen menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas akan 
menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya terjadi. Kecuali apabila 
kesalahan ini ditanggapi dengan cepat, maka menjadi suatu yang berkesan 
dan menjadi pengalaman yang menyenangkan. 
3) Assurance (jaminan), meliputi pengetahuan, kemampuan, ramah tamah, 
sopan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personel untuk 
menghilangkan keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya 
dan resiko. 
4) Empathy (empati), meliputi sikap kontak personel maupun perusahaan 
untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi 
yang baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi 
atau hubungan. 
5) Tangibles (produk-produk fisik), tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan 
dan sarana komunikasi, dn lain-lain yang dapat diperluas dalam bentuk 
hubungan dengan konsumen lain pengguna jasa. 
Model kualitas pelayanan paling populer dan hingga kini banyak 
dijadikan acuan riset pemasaran adalah model SERVQUAL (singkatan dari 




Service quality (SERVQUAL) atau kualitas pelayanan menurut konsep yang 
telah di ketengahkan sebelumnya, mengaitkan dua dimensi sekaligus, yaitu 
pihak penilaian SERVQUAL pada dimensi konsumen (customer), sedangkan 
di pihak lain penilaian dapat juga dilakukan pada dimensi provider atau secara 
dekat lagi adalah terletak pada kemampuan kualitas pelayanan yang disajikan 
oleh orang-orang yang melayani dari tingkat manajerial sempat ke tingkat 
front line servive (Sudarso, 2016:63). 
Lebih lanjut menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam 
Tjiptono (2011:174-175) terdapat lima dimensi kualitas jasa yang dijadikan 
pedoman oleh pelanggan dalam menilai kualitas jasa, yaitu: 1) Berwujud 
(Tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan personil. 2) Empati 
(Emphaty), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi 
pelanggan. 3) Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan 
jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. 4) Keresponsifan 
(Responsiveness), yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan 
jasa dengan cepat atau tanggap. 5) Keyakinan (Assurance), yaitu pengetahuan 
dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan 
kepercayaan dan keyakinan.  
Kualitas layanan itu sendiri dinilai oleh penerima bukanlah dari ukuran 
penyedia jasa seperti yang diungkapkan oleh Tjiptono & Chandra (2011:180), 
sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa, pelanggan (bukan 
penyedia jasa) yang menilai tingkat kualitas jasa sebuah perusahaan, dalam 




RSUD Kabupaten Brebes, sehingga penilaian kualitas pelayanan dilihat dari 
penilaian pasien pengguna BPJS di RSUD Kabupaten Brebes. 
3. Tinjauan tentang Pelayanan Kesehatan 
a. Pengertian Pelayanan Kesehatan 
Pelayanan kesehatan merupakan kegiatan dianamis berupa membantu 
menyiapkan, menyediakan dan memproses serta membantu keperluan orang 
lain. Menurut Lovely dan Loomba (dalam Muriany 2016:40), pelayanan 
kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau 
bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan 
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan 
kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun, masyarakat. 
Pelayanan kesehatan dapat juga diartikan sebagai pelayanan dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat berupa tindakan penyembuhan, pencegahan, 
pengobatan dan pemulihan fungsi organ tubuh seperti sedai kala. 
Kesehatan menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera sempurna 
yang lengkap meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan semata-
mata bebas darai penyakit atau kelamahan. Sedangkan untuk system kesehatan 
adalah kumpulan dari berbagi faktor yang kompleks dan saling berhubungan, 
yang terdapat dalam suatu Negara yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan dan tuntutan kesehatan perseorangan,keluarga, kelompok dan 
masyarakat pada setia saat yang dibutuhkan (Mubarak, 2005:78). 
Di Negara Indonesia, pengertian Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 




meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai 
perwujudan kesejahteraan umum (Mubarak 2005:70). Pelayanan merupakan 
kegiatan dianamis berupa membantu, menyiapkan, menyediakan, dan 
memproses serta membantu keperluan orang lain. 
Berdasarkan rumusan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa bentuk 
dan jenis pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-
sama sebagai anggota dalam suatu organisasi. Tujuan atau ruang lingkup 
meliputi pencegahan penyakit, memelihara dan meningkatkan derajat 
kesehatan, penyembuhan atau pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sasaran 
pelayanan terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 
b. Syarat-Syarat Pelayanan Kesehatan  
Konsep pelayanan kesehatan dasar mencakup istilah nilai-nilai dasar 
tertentu yang berlaku umum terhadap proses pengembangan secara 
menyeluruh, tetapi dengan pelaksanaan penerapan dibidang kesehatan seperti 
berikut: 
1) Kesehatan secara mendasar berhubungan dengan terseduanya dan 
penyebaran sumber daya, bukan hanyan sumber daya kesehatan seperti 
dokter, perawat, klinik, obat, melainkan juga sumber daya sosial, ekonomi, 
yang lain seprti pendidikan, air, dan persediaan makanan. 
2) Pelayanan kesehatan dasar dengan demikian memustakan perhatian 
kepada adanya kepastian bahwa sumber daya kesehatan dan sumber daya 
sosial yang ada telah tersebar merata dengan lebih memperhatikan mereka 




3) Kesehatan adalah suatu bagian penting dari pengembangan secara 
menyeluruh. Faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah faktor sosial, 
budaya, dan ekonomi disamping faktor biologi dan lingkungan. 
4) Pencapain taraf kesehatan yang lebih baik memerlukan keterlibatan yang 
lebih banyak dari penduduk, seperti perorangan, keluarga, dan masyarakat 
dalam pengambilan tindakan demi kegiatan mereka sendiri dengan cara 
menerapkan perilkau sehat dan mewujudkan lingkungan yang sehat 
(Mubarak, 2005:61). 
Pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah kegiatan pelayanan berupa 
pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan administrasi 
pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang 
medik. Untuk itu dapat disebut sebagai bentuk pelayanan kesehatan, baik dari 
jenis pelayanan kesehatan kedokteran maupun dari jenis pelayanan kesehatan 
masyarakat harus memiliki berbagai syarat pokok. Syarat pokok yang 
dimaksud adalah: 
1) Tersedia dan berkesinambungan yaitu syarat yang pertama pelayaan 
kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehtan tersebut harus tersedia di 
masyarakat serta bersifat berkesinambungan. 
2) Dapat diterima dan wajar yaitu syarat pokok kedua pelayanan kesehatan 
yang baik adalah dapat diterima oleh masyarakat serat bersifat wajar. 
Artinya pelayanan kesehatan tersebuat tidak bertentangan dengan 




3) Mudah dicapai yaitu syarat pokok yang ketiga. Pelayanan kesehatan yang 
baik adalah mudah dicapai oleh masyarakat (dari sudut lokasi).  
4) Mudah dijangkau. Pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dijangkau 
oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini 
termasuk dari segi biaya untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini 
harus dapat diupayakan pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan 
kemampuan ekonomi masyarakat.  
5) Bermutu. Syarat pokok kesehatan yang baik adalah bermutu. Pengertian 
yang dimaksud disini adalah yang menujuk pada tingkat kesempuranaan 
pelayanan kesehatan yang diselenggrakan, yang distu pihak dapat 
memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara 
penyelenggraan sesuai dengan kode etik serta standar pelayanan yang 
telah ditetapkan. 
c. Prinsip-Prinsip Pelayanan Prima di Bidang Kesehatan  
Pelayanan prima merupakan atau biasa disebut dengan excellent 
service adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang sanagat 
terbaik, sesuai dengan standar yang berlaku, dengan kata lain pelayanan prima 
adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik 
untuk memfasilitasi kemudahan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan 
masyarakat (Barata 2004:24).  
Pelayanan prima di bidang kesehatan adalah pelayanan terbaik yang 
diberikan oleh karyawan rumah sakit untuk memenuhi/bahkan melampaui 




pelayanan prima yang baik. Adapun prinsip-prinsip pelayanan prima di bidang 
kesehatan adalah sebagai berikut: 
1) Mengutamakan pelanggan, prosuder pelayanan disusun demi kemudahan 
dan kenyamanan pelanggan, bukan untuk memperlancar pekerjaan kita 
sendiri. Jika pelayanan kita memiliki pelanggan eksternal dan internal 
maka harus ada prosedur yang berbeda dana terpisah untuk keduanya. Jika 
pelayanan kita juga memiliki pelanggan tak langsung maka harus 
dipisahkan jenis-jenis layanan yang sesuai untuk keduanya dan utamakan 
pelanggan tak langsung. 
2) Sistem yang efektif, proses pelayanan perlu dilihat sebagai sebuah system 
nyata (hard sytem), yaitu tatanan yang memadukan hasil-hasil kerja dari 
berbagai unit dalam organisasi. Perpaduan tersebut harus terlihat sebagai 
sebuah proses pelayanan yang berlangsung dengan tertib dan lancar di 
mata pelanggan. 
3) Melayani dengan hati nurani (soft sytem), dalam transaksi tatap muka 
dengan pelanggan, yang diutamakan keaslian sikap dan perilaku sesuai 
dengan hati nurani, perilaku yang di buat-buat sangat mudah dikenali 
pelanggan dan memperburuk citra pribadi pelayanan. 
4) Perbaikan berkelanjutan, Pelanggan pada dasarnya juga belajar mengenali 
kebutuhan dirinya dari proses pelayanan. Semakin baik mutu pelayanan 
maka akan menghasilkan pelanggan yang semakin sulit untuk dipuaskan, 




dan beragam, maka sebagai pemberi jasa harus mengadakan perbaikan 
terus-menerus. 
5) Memberdayakan pelanggan, menawarkan jenis-jenis layanan yang dapat 
digunakan sebagai sumber daya atau perangkat tambahan oleh pelanggan 
untuk menyelesaikan persoalan hidupnya sehari-hari (Mubarak, 2005:61). 
Mengacu pada tingkat baik tidaknya atau berharga tidaknya sebuah 
pelayanan, disebabkan ukuran baik tidaknya sebuah pelayanan tidak mudah 
dipahami. karena setiap pelayanan memiliki ciri khas masing-masing, dan 
digunakan dalam lingkungan pelayanan yang saling berbeda. Ukuran mutu 
pelayanan sering dijumpai di berbagai bidang kajian yaitu: 
1) Proses pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang berstandar. 
2) Petugas pelayanan memilki kompetensi yang diperlukan 
3) Pelaksanaan pelayanan didukung teknologi, sarana dan prsarana. 
4) Pelayanan dilaksanakan tidak bertentangan dengan kode etik. 
5) Pelaksanaan layanan dapat memuaskan pelanggan 
6) Pelaksanaan layanan dapat memuaskan petugas pelayanan. 
d. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 
Rumah sakit merupakan suatu lembaga yang berfungsi mewujudkan 
pranata upaya pelayanan kesehatan terbesar pada masyarakat di jaman 
modern. Rumah sakit didirikan sebagai suatu tempat untuk memenuhi 
berbagai permintaan pasien dan dokter, agar penyelesaian masalah kesehatan 




pendidikan klinis untuk mahasiswa kedokteran, perawat, dan berbagai tenaga 
profesi kesehatan lainya diselengggrakan. 
Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan rumah 
sakit telah menjadi masalah mendasar yang dihadapi sebagian besar rumah 
sakit di berbagai Negara. Tuntutan ini menjadi dasar pengembangan 
organisasi kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan di berbagai Negara 
melalui pelaksanaan desentralisasi. Kompleksitas masalah kualitas pelayanan 
rumah sakit tidak saja terkait dengan keterbatasan sumber daya dan 
lingkungan, tetapi juga bersumber dari perbedaan persepsi diantara pemakai 
jasa pelayanan, petugas kesehatan, dan perintah atau penyandang dana 
terhadap ukuran kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit (Muriany 
2017:46). 
Kualitas pelayanan rumah sakit dapat dilihat dari beberapa aspek yang 
berpengaruh, baik yang berpengaruh langsung maupan tidak langsung. 
Menurut Jacobslias (dalam Muriany 2017:47) beberapa aspek yang 
berpengaruh tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Klinis, menyangkut pelayanan dokter, perawat dan terkait teknis medis. 
2) Efesiensi dan efektifitas, yaitu pelayanan yang murah, tepat guna diagnose 
dan terapi berlebihan.  
3) Keamanan pasien, yaitu upaya perlindungan terhadap pasien, misalnya 
perlindungan jatuh dari tempat tidur.  
4) Kepuasan pasien, yaitu berhubungan dengan kenyamanan, keramahan dan 




Kualitas pelayanan rumah sakit juga ditentukan oleh lingkungan rumah 
sakit. Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit adalah: 
1) Lokasi atau lingkungan rumah sakit haruslah nyaman, aman, terhindar dari 
pencemaran, selalu dalam keadaan bersih. 
2) Ruangan haruslah berlantai dan berdinding bersih, penerangan cukup, 
tersedia tempat sampah, bebas bau yang tidak sedap, bebas dari gangguan 
serangga, tikus dan binatang pengganggu lainya, lubang penghawaan yang 
cukup, menjamin pergantian udara dengan syarat yang telah ditentukan.  
3) Atap atau langit-langit, pintu haruslah sesuai dengan syarat yang telah di 
tentukan. 
4. Tinjauan tentang Rumah Sakit 
a. Pengertian Rumah Sakit 
Rumah sakit merupakan pusat dimana pelayanan kesehatan 
masyarakat, pendidikan, serta penelitian kedokteran diselenggarakan. Rumah 
sakit merupakan suatu organisasi melalui tenaga medis profesional yang 
terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan 
pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, 
diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit 
adalah tempat dimana orang sakit mencari dan menerima pelayanan 
kedokteran serta tempat dimana pendidikan klinik untuk mahasiswa 
kedokteran, perawat dan berbagai tenaga profesi kesehatan lainnya 




Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit, menjelaskan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Lebih 
lanjut Pasal 1 angka (3) menyebutkan Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah 
pelayanan kesehatan, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 
Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan 
yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu 
kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan 
kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 
pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan 
penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian 
kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan 
kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk 
mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat 
berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan 
masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
merupakan suatu hal yang penting bagi rumah sakit untuk menetapkan standar 
medis, yang harus diperhatikan oleh staf rumah sakit sebagai suatu kode etik, 
dan perlu mentaatinya sebagai paduan prinsip-prinsip perawatan medik. Hal 




sifatnya dengan pelayanan publik yang lainnya dimana rumah sakit harus 
memperhatikan kode etik Rumah Sakit dan juga kode etik profesi (Yustina, 
2012:8). 
b. Jenis-Jenis Rumah Sakit 
Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 
rumah sakit dibagi berdasarkan sebagai berikut: 
1) Berdasarkan jenis pelayanannya, digolongkan menjadi dua yaitu:  
a) Rumah Sakit Umum, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 
kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik, dan sub spesialistik. Rumah 
sakit umum memberi pelayanan kepada berbagai penderita dengan 
berbagai jenis penyakit, memberi pelayanan diagnosis dan terapi untuk 
berbagai kondisi medik, seperti penyakit dalam, bedah, pediatrik, 
psikiatrik, ibu hamil, dan sebagainya. 
b) Rumah Sakit Khusus, adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi 
primer, memberikan diagnosis dan pengobatan untuk penderita yang 
mempunyai kondisi medik khusus, baik bedah atau non bedah, 
misalnya: Rumah Sakit Ginjal, Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit 
Jantung, Rumah Sakit Bersalin dan Anak, dan lain-lain. 
2) Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibagi atas: 
a) Rumah Sakit Publik, adalah rumah sakit umum milik pemerintah, baik 
pusat maupun daerah, Departemen Pertahanan dan Keamanan, maupun 
Badan Usaha Milik Negara. Rumah sakit umum pemerintah dapat 




peralatan menjadi empat kelas yaitu rumah sakit umum Kelas A, B, C, 
dan D. 
b) Rumah sakit Swasta, terdiri atas : 
(1) Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, yaitu rumah sakit umum 
swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, setara 
dengan rumah sakit pemerintah kelas D. 
(2) Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yaitu rumah sakit umum 
swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum dan 
spesialistik dalam empat cabang, setara dengan rumah sakit 
pemerintah kelas C. 
(3) Rumah Sakit Umum Swasta Utama, yaitu rumah sakit umum 
swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, 
spesialistik dan sub spesialistik, setara dengan rumah sakit 
pemerintah kelas B. 
3) Berdasarkan fasilitas pelayanan dan kapasitas tempat tidur dibedakan 
menjadi 4 yaitu: 
a) Rumah Sakit Kelas A 
b) Rumah Sakit Kelas B 
c) Rumah Sakit Kelas C 
d) Rumah Sakit Kelas D 
Tiga ciri khas rumah sakit yang membedakannya dengan industri 
lainnya seperti dalam bahan baku, costumer atau pelanggan, dan peran pihak 




1) Kenyataan bahwa bahan baku dari industri jasa kesehatan adalah manusia. 
Dalam industri rumah sakit seyogianya tujuan utamanya adalah melayani 
kebutuhan manusia, bukan semata-mata menghasilkan produk dengan 
proses dan biaya yang seefisien mungkin. Unsur manusia perlu mendapat 
perhatian dan tanggung jawab utama sebagai pengelola rumah sakit. 
Perbedaan ini mempunyai dampak penting dalam manajemen, khususnya 
menyangkut petimbangan etika dan nilai kehidupan manusia. 
2) Kenyataan bahwa dalam industri rumah sakit yang disebut sebagai 
pelanggan tidak selalu mereka yang menerima pelayanan. Pasien adalah 
mereka yang diobati dirumah sakit akan tetapi kadang-kadang bukan 
mereka sendiri yang menentukan rumah sakit mana mereka harus dirawat. 
3) Kenyataan yang menunjukkan pentingnya peran para profesional, 
termasuk dokter, perawat, ahli farmasi, fisioterapi, radiografer, ahli gizi, 
dan lain-lain. Para profesional ini banyak sekali dirumah sakit, lebih 
banyak dibandingkan organisasi lainnya (Adiatma dalam Nurul, 2016:42). 
c. Asas dan Tujuan Rumah Sakit 
Pasal 2 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
disebutkan rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan 
kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, 
persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan 
keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Tujuan penyelenggaraan 
rumah sakit tidak lepas dari ketentuan bahwa masyarakat berhak atas 




undang, salah satunya dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan. Sementara itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 
mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tinginya, diantaranya dengan 
menyediakan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan, dan salah satu fasilitas 
pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit (Yustina, 2012:15). 
Adapun tujuan penyelenggaraan rumah sakit adalah seperti 
dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Kesehatan, dimana disebutkan 
bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 
ekonomis. Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit, penyelenggaraan rumah sakit bertujuan: 
1) Mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. 
2) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, 
lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. 
3) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit,  
4) Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya 
manusia rumah sakit, dan rumah sakit. 
d. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 
Tugas rumah sakit rumusan yuridisnya dapat dilihat pada ketentuan 
Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Rumah Sakit. Ketentuan ini disamping 




tugas rumah sakit serta ruang lingkup pelayanannya. Seperti disebutkan pada 
pasal ini, bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang tugas 
pokoknya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang meyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 
darurat. 
Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
menjelaskan rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, rumah sakit mempunyai fungsi: 
1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 
dengan standar pelayanan rumah sakit. 
2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 
kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 
4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 
Pengaturan tugas dan fungsi rumah sakit yang terkait dengan 
banyaknya persyaratan yang harus dipenui dalam pendirian rumah sakit 
merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif terhadap rumah sakit. Di 
samping itu penetapan sanksi yang sangat berat merupakan bentuk 




oleh aspek pelayanan kesehatan sebagai suatu hal yang menyangkut hajat 
hidup sangat penting bagi masyarakat.  
5. Tinjauan tentang BPJS 
a. Pengertian BPJS 
Badan Penyeleggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 
sebelumnya dikenal dengan nama Askes yang dikelola oleh PT. Askes 
Indonesia. PT. Askes Indonesia berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sejak 
tanggal 1 Januari 2014. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang 
BPJS Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan Undang-Undang No. 
40 Tahun 2011 tentang SJSN, Pasal 1 angka (8), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1)). 
Badan Penyeleggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah 
badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk 
Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di 
Indonesia. 
Menurut Wikipedia BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus 
oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan 
bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima 
Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta 
keluarganya. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu 
bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan 




Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, 
sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. 
b. Visi dan Misi BPJS Kesehatan 
Visi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut “Cakupan Semesta 2019” 
seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS 
Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Dan Misi BPJS Kesehatan: 
1) Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong 
partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN). 
2) Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang 
efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang 
optimal dengan fasilitas kesehatan. 
3) Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS 
Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk 
mendukung kesinambungan program. 
4) Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip 
tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai 
untuk mencapai kinerja unggul. 
5) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan 
evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh 




6) Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan. 
c. Landasan Hukum dan Peserta BPJS Kesehatan 
Landasan hukum BPJS Kesehatan di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1) Undang-Undang Dasar 1945 
2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial. 
3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52  
Peserta BPJS Kesehatan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu: 
1) Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan adalah peserta 
Jaminan Kesehatan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang 
iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan 
Kesehatan. yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan 
pemerintah. Yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya 
adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu. 
2) Bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan terdiri dari, 
Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, Pekerja bukan penerima 
upah dan anggota keluarganya, Bukan pekerja dan anggota keluarganya 
d. Fungsi, Tugas, Wewenang, BPJS Kesehatan 
BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan 




memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. 
Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya 
dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS 
tersebut secara transparan. 
Undang-Undang BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut 
Undang-Undang SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 
asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menurut 
Undang-Undang BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan 
kematian. 
1) Menurut Undang-Undang SJSN program jaminan kecelakaan kerja 
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, 
dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan 
kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami 
kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. 
2) Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional 
berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan 
untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki 




3) Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional 
berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk 
mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta 
kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pension 
atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan 
berdasarkan manfaat pasti. 
4) Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional 
berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan 
santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang 
meninggal dunia. 
BPJS Kesehatan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di 
atas, BPJS bertugas untuk: 
1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 
2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 
3) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah; 
4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta; 
5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; 
6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 
dengan ketentuan program jaminan sosial; dan 
7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial 
kepada peserta dan masyarakat. 
Wewenang BPJS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 




1) Menagih pembayaran Iuran; 
2) Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan 
jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 
3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan 
pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 
4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 
ditetapkan oleh Pemerintah; 
5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 
6) Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang 
tidak memenuhi kewajibannya 
7) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 
ketidak patuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi 
kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
8) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan 
program jaminan sosial. 
II.3 Definisi Konsepsional 
Konsep merupakan satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 
mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu 
mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-




kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep 
sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (Bahri, 2008:30). 
Definisi Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena 
tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan barbagai fenomena 
yang sama. Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal 
atau persoalan yang dirumuskan. Dalam merumuskan kita harus dapat 
menjelaskannya sesuai dengan maksud kita memakainya. Definisi 
konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang 
karakteristik sesuatu masalah atau variabel yang hendak diteliti. Berdasarkan 
landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi 
konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut: 
1. Kualitas Pelayanan  
Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 
mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) 
dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen 
atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan 
pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap 
atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan atau organisasi (Tjiptono, 
2014:194). 
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Badan Penyeleggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah 




berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh 
penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 
(enam) bulan di Indonesia.  
II.4 Definisi Operasional  
Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015:38) 
adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang 
memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Fokus penelitian ini yaitu akan 
menganalisis kualitas pelayanan pengguna BPJS di RSUD Kabupaten 
Brebes. Teori yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan 
menggunakan pendapat Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Tjiptono 
(2011:174-175) terdapat lima dimensi kualitas jasa yang dijadikan pedoman 
oleh pelanggan dalam menilai kualitas jasa, yaitu:  
1. Berwujud (Tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan 
personil.  
2. Empati (Emphaty), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi 
bagi pelanggan.  
3. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa 
yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.  
4. Keresponsifan (Responsiveness), yaitu kemauan untuk membantu 
pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau tanggap.  
5. Keyakinan (Assurance), yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan 




Tjiptono & Chandra (2011:232-233), menjabarkan kualitas layanan 
ke dalam dua puluh dua atribut yang telah dijadikan sebagai tabel Dimensi 
dan Atribut Model SERVQUAL, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel 2. sebagai berikut: 
Tabel 2 
Dimensi dan Atribut Model SERVQUAL 
 
No Dimensi Atribut / Indikator 
1. Reliability 
(Realibilitas) 
1. Menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan 
2. Dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa 
pelanggan  
3. Menyampaikan jasa secara benar semenjak 
pertama kali  
4. Menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang 
dijanjikan  
5. Menyimpan catatan/dokumen tanpa kesalahan 
2. Responsiveness 
(Daya Tanggap) 
6. Menginformasikan pelanggan tentang kepastian 
waktu penyampaian jasa  
7. Layanan yang segera/ cepat bagi pelanggan  
8. Kesediaan untuk membantu pelanggan 
9. Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan 
3. Assurance 
(Jaminan) 
10. Karyawan yang menumbuhkan rasa percaya para 
pelanggan  
11. Membuat pelanggan merasa aman sewaktu 
melakukan transaksi  
12. Karyawan secara konsisten bersikap sopan 




14. Memberikan perhatian secara individual kepada 
para pelanggan  
15. Karyawan yang memperlakukan pelanggan secara 
penuh perhatian  
16. Sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan 
pelanggan  
17. Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan  
18. Waktu beroperasi yang nyaman 
5. Tangibles (Bukti 
Fisik) 
19. Peralatan modern  
20. Fasilitas yang berdaya tarik visual  
21. Karyawan yang berpenampilan rapi dan 
profesional  
22. Materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya 
tarik visual 




II.5 Alur Pikir 
Alur pemikiran merupakan proses pemetaan pemikiran penulisan 
agar berjalan dengan sistematis. Dalam alur pikir analisis kualitas pelayanan 
BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Brebes dapat di 
















Gambar 1. Alur Pikir Penelitian 
Pelayanan BPJS  





1. Berwujud (Tangible) 
2. Empati (Emphaty) 
3. Keandalan (Reliability) 
4. Keresponsifan 
(Responsiveness) 
5. Keyakinan (Assurance) Kendala  
Kualitas Pelayanan BPJS  
di RSUD Kabupaten Brebes  
 
 
BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
menentukan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 
kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 
empiris dan sistematis. Di dalam ciri keilmuan ada ciri keilmuan rasional 
yaitu kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal,  
sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Keilmuan empiris yaitu cara- 
cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang 
lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Keilmuan 
sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 
langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2016:2). Dengan 
demikian, maka metode penelitian dalam penelitian ini meliputi bagian-bagian 
sebagai berikut: 
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan 
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 




Menurut Bagdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) mengatakan 
bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada 
latar dan individu secara holistik (utuh). Adapun jenis penelitian ini adalah 
deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini dimaksudkan 
untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kualitas pelayanan pengguna 
BPJS, diharapkan dapat diungkapakan situasi dan permasalahan yang 
dihadapi masyarakat pengguna BPJS dalam memperoleh pelayanan yang 
baik di rumah sakit. 
III.2 Lokasi Penelitian  
Tempat penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Kabupaten Brebes. Sesuai dengan predikat akreditasi yang telah ditetapkan 
kepada Kemenkes RI, dan sesuai dengan surat Keputusan Menteri 
Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I/2231/12 tanggal 10 September 2012, 
RSUD Kabupaten Brebes telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum 
kelas B. 
III.3 Jenis dan Sumber Data  
Jenis data serta macam data penelitian kualitatif menurut Sugiyono 
(2016:137) adalah : 
1. Data yang berbentuk Data Sekunder, adalah data yang sumbernya tidak 




orang lain atau lewat dokumen. Seperti misalnya buku, dokumen, atau 
media massa. 
2. Data yang berbentuk Data Primer, yaitu data yang sumber datanya 
diberikan langsung oleh yang memberikan data kepada pengumpul data. 
Misalnya pemberi data langsung memberikan seperti melakukan 
wawancara kepada responden.  
Data yang di gunakan pada peneliti dalam penelitian ini adalah 
kedua data tersebut data sekunder berupa buku, dokumen, dan media masa. 
Sedangkan data yang berasal dari primer adalah data hasil wawancara dari 
responden. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2010:22), data primer 
adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, 
gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, 
dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan 
variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dokumen-
dokumen garis (tabel, catatan, notulen rapat, sms, dan lain-lain), foto-foto, 
film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya 
data primer. 
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 
diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 
pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang 
yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan 
tertulis maupun lisan (Arikunto, 2010:172). Penelitian ini ingin menganalisis 




dalam meningkatkan kualitas layanan pengguna BPJS di RSUD Kabupaten 
Brebes. Maka data berasal dari hasil observasi, wawancara, dan 
dokumentasi sehingga wujud data berupa kata-kata, sumber data tertulis dan 
foto-foto tindakan pasien, perawat, dan dokter di RSUD Kabupaten Brebes. 
III.4 Informan Penelitian  
Informan dalam penelitian kualitatif yaitu orang yang memberikan 
informasi (Arikunto 2010:188). Informan yang dipilih harus memiliki 
kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang 
dilakukan. Informan dalam penelitian ini adalah: 
1. Pasien Pengguna BPJS  
2. Perawat RSUD Kabupaten Brebes 
3. Dokter RSUD Kabupaten Brebes  
4. Pengunjung RSUD Kabupaten Brebes 
III.5 Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 
melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data, berarti penelitian 
tidak dapat dilakukan. Ada beberapa macam teknik pengumpula data 
menurut Arikunto (2010:194-201), antara lain: 
1. Observasi, disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan 
perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat 




pendengaran, peraba, dan pengecapan. Apa yang dikatakan itu 
sebenarnya adalah pengamatan langsung 
2. Interview, sering juga disebut dengan wawancara atau kuisioner lisan, 
adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 
untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer). 
3. Angket atau Kusioner (Questionnaires), adalah sejumlah pertanyaan 
tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 
dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang dia ketahui. 
Kuisioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen, jadi 
dalam menggunakan metode angket atau kuisioner instrumen yang 
dipakai adalah angket atau kuisioner dengan jawaban yang sudah 
disediakan.  
4. Dokumentasi, berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 
tertulis. didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki 
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-
peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 
Dari empat teknik pengumpulan data di atas, teknik pengumpulan 
data yang dipakai adalah teknik observasi, interview, dan dokumentasi. 
Sebab penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada 




III.6 Teknik dan Analisis Data  
Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 
yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2005:248). Analisis 
data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga 
datanya sudah jenuh.  
Aktivitas dalam analisis data kualitatif, yaitu data reduction, data 
display, dan conclusion drawing/verification. (Sugiyono, 2013:246). 
1. Data Reduction (Reduksi Data). Mereduksi data berarti 
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada 
hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. (Sugiyono, 
2013:247) 
2. Data Display (Penyajian Data). Untuk menyajikan data dalam 
bentuk penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 
naratif. (Sugiyono, 2013:249) 
3. Conclusion Drawing/Verification. Langkah ke tiga dalam analisis 
data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. (Sugiyono, 2013:252)  
 
Dalam penelitian ini, untuk menganalisi data peneliti menggunakan 
beberapa tahapan teknik analisis data yang dimulai dari pengumpulan data 
yang peneliti gali melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada 
tahap kedua peneliti mengolah data, mencari data yang penting sesuai 
dengan tema yang mendukung untuk proses penelitian berikutnya. Pada 
tahap ketiga yaitu penyajian data yang telah melalui proses pengolahan data 




peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah disajikan atau mencari 
poin-poin penting agar mudah dipahami. 
Model interaktif yang menggambarkan keterkaitan ketiga kegiatan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, 
digambarkan seperti berikut:  
 
 Pengumpulan      Penyajian  




 Reduksi   Kesimpulan/ 
 Data  Verifikasi 
 
Gambar 2.  
Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1994:88) 
 
Pada gambar tersebut tampak adanya kegiatan yang saling terkait dan 
merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri. Penyajian data selain 
berasal dari reduksi, perlu juga dilihat kembali dalam proses pengumpulan 
data untuk memastikan bahwa tidak ada data penting yang tertinggal. 
Demikian pula jika dalam verifikasi ternyata ada kesimpulan yang masih 
meragukan dan belum disepakati kebenaran maknanya, maka kembali ke 
proses pengumpulan data. 
Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan 
sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah 
agar gambaran hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diperoleh 
sehingga dapat disusun dalam bentuk paparan (deskriptif) untuk mengambil 




dalam hal ini menggabungkan semua data yang diperoleh kemudian 
disimpulkan berdasarkan data hasil wawancara, hasil catatan lapangan, hasil 
pengamatan, data dokumentasi. Analisa yang dilaksanakan mempermudah 
peneliti untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam bentuk 
deskriptif untuk mengambil kesimpulan kualitas pelayanan BPJS di RSUD 
Kabupaten Brebes Tahun 2020. 
III.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran secara 
garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan ilmu sosial dan ilmu 
politik sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 
Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan teori-teoti terkait dengan 
permasalahan penelitian, memuat kerangka teori, definisi konsep, 
pokok-pokok penelitian, dan alur pikir penelitian.  
Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan jenis dan tipe penelitian, 
lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik dan analisis data, dan sistematika 
penulisan. 
Bab IV Deskripsi Wilayah. Bab ini membahas tentang gambaran umum 







Bab V  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan membahas hasil 
penelitian dan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan 
masalah yang diajukan, yaitu kualitas pelayanan pengguna BPJS di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes dan hambatan 
meningkatkan kualitas pelayanan pengguna BPJS di Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Brebes. 
Bab VI  Penutup. Bab terakhir penulisan ini berisi simpulan dan saran dari 

















DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN  
IV.1 Gambaran Umum RSUD Kabupaten Brebes  
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes Kabupaten Brebes 
selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Brebes, adalah salah satu rumah sakit 
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Didirikan pada tahun 1954 dan 
terletak diperbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. RSUD 
Kabupaten Brebes pada tahun 2015 dengan luas lahan 3,99 Ha atau 39.900 
m² luas bangunan 14.114 m². Pada awal berdirinya hanya memiliki 2 
bangsal yaitu bangsal umum dan bangsal bersalin. Dimana didalamnya 
terdapat 25 tempat tidur. Selain 2 bangsal RSUD Kabupaten Brebes waktu 
itu dilengkapi dengan poliklinik dan ruang obat. Berdasarkan Keputusan 
Bupati Kepala Daerah Brebes Nomor: 061/02611/ 1983 tentang susunan 
organisasi dan tata kerja RSUD Kabupaten Brebes termasuk dalam kategori 
Rumah Sakit type D. 
Seiring peningkatan kinerja layanan, dalam kurun waktu sepuluh 
tahun kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Tanggal 9 Januari 1993 No: 009-H/SKI/1993. RSUD Kabupaten 
Brebes telah memenuhi syarat menjadi RSUD kelas C, dan pada tahun 1998 
memperoleh sertifikat akreditasi penuh dari Departemen Kesehatan RI.  
Sebagai rumah sakit tipe C, RSUD Kabupaten Brebes mempunyai 
fasilitas dan jenis pelayanan sebagai berikut: 1) Pelayanan purna waktu 




kandungan), 2) 4 spesialis lain (THT, mata, kulit kelamin dan syaraf) dan 
ditambah fasilitas ICU. Dengan demikian terdapat 8 pelayanan spesialis 
untuk rawat jalan dan rawat inap. Di samping itu terdapat pelayanan 
penunjang (farmasi, laboratorium klinik, radiologi, fisioterapi, bank darah), 
serta pelayanan penunjang lain (gizi, IPSRS, laundry, kesling, kantin, 
koperasi, satpam, informasi, parkir dan ambulance). Pada tahun 2001 RSUD 
Kabupaten Brebes memperoleh sertifikat akreditasi lanjutan 12 pelayanan. 
RSUD Kabupaten Brebes memiliki komitmen untuk lebih 
meningkatkan mutu pelayanan, utamanya dalam rangka menghadapi era 
persaingan pasar global. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan 
memenangkan persaingan tersebut, RSUD Kabupaten Brebes harus mampu 
mengurangi hambatan birokrasi dalam memberikan pelayanan dengan jalan 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(PPK-BLUD). Sesuai PP 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU 
dan Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan BLUD, disebutkan bahwa tujuan BLU adalah memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melaksanakan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai 
tindak lanjutnya RSUD Kabupaten Brebes telah ditetapkan menjadi SKPD 
yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh berdasarkan SK Bupati No 
445/473, tgl 21 Desember tahun 2010, dengan harapan akan menjadi 




kepada pelanggan sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga. Sebagai 
rumah sakit pemerintah, RSUD Kabupaten Brebes harus tetap menjaga dan 
meningkatkan kualitas jasa pelayanan agar tetap survive di tengah-tengah 
perkembangan rumah sakit swasta yang pesat di wilayah Kabupaten Brebes 
dan daerah sekitarnya. 
Berdasarkan data Direktori Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 
2013, di Kabupaten Brebes terdapat 12 RS terdiri dari 2 unit RS milik 
Pemerintah Kabupaten Brebes dan 10 unit RS milik yayasan maupun 
swasta. Keberadaan RSUD Kabupaten Brebes selama ini sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat, sejak lima tahun terakhir ini, sampai sekarang ditandai 
dengan adanya peningkatan jumlah kunjungannya pasien secara bermakna. 
Di sisi lain ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada sudah 
seharusnya dikelola dengan sistem manajemen profesional dan akuntabel 
dengan kapasitas dan kualitas yang lebih baik. 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan manajemen yang 
lebih optimal, maka pihak manajemen RSUD Kabupaten Brebes 
berkomitmen untuk melakukan akselerasi upaya peningkatan status rumah 
sakit dari tipe C ke Tipe B. Pada bulan Februari tahun 2012 lalu, sertifikat 
akreditasi tingkat lengkap untuk 16 bidang pelayanan dari Komisi Akreditasi 
Rumah Sakit (KARS) Depkes RI telah berhasil diraih oleh RSUD 
Kabupaten Brebes dengan nomor sertifikat KARS/-SERT/432/II/2012 
tanggal 24 Februari 2012 dan harus diperbaharui lagi sebelum tanggal 24 




RS dari kelas C menjadi kelas B sesuai dengan predikat akreditasi yang 
telah ditetapkan kepada Kemenkes RI, dan sesuai dengan surat Keputusan 
Menteri Kesehatan RI nomor HK.03.05/I/ 2231/12 tanggal 10 September 
2012, RSUD Kabupaten Brebes telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit 
Umum kelas B.  
Meningkat dan berkembangnya layanan kesehatan, RSUD 
Kabupaten Brebes juga ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan RI sebagai 
Sarana Kesehatan untuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga 
Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja di Luar Negeri dengan nomor 
HK.03.05/I/1733/ 2012 tanggal 10 September 2012. Dampak lain dari 
meningkatnya kelas rumah sakit tersebut maka organisasi RSUD juga 
mengalami perubahan dan perkembangan dan telah ditetapkan organisasi 
RSUD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten 
Brebes. 
Tabel 3.  






1. s/d 2008 3 Kelas C 
2. 2009 9 Efektif Jan 2009 
3. 2011 14 Efektif Maret 2011 
4 2013 24 
Kelas B, Maret 2013 s/d 2017 
(sekarang) 




Kurun waktu berdirinya RSUD Kabupaten Brebes selama 62 tahun 
ini telah beberapa direktur yang berjasa dalam meningkatkan pelayanan 
kesehatan rumah sakit, yaitu: 
1. Dr. Gunawan Sosroatmodjo, lebih dikenal dengan dokter So, selaku 
dokter Kabupaten. 
2. Dr. Daryati, masa jabatan antara tahun 1980 s/d 1989. 
3. Dr. Gatot Suharto, M. masa jabatan antara tahun 1989 s/d 1999. 
4. Dr. Priyono Bajuri, masa jabatan antara tahun 1999 s/d 2002. 
5. Dr. Imron Rosadi, masa jabatan antara tahun 2002 s/d 2006. 
6. Dr. Benarto, Sp. B, masa jabatan antara tahun 2006 s/d 2007. 
7. Dr. Iswani, Sp. KK., masa jabatan antara tahun 2007 s/d 2009 (selaku 
Ymt. Direktur). 
8. Dr. Laode Budiono, MPH, masa jabatan antara tahun 2009 s/d 2011 
(selaku Plh. Direktur). 
9. Dr. Miftachus Syurur, masa jabatan antara tahun 2011 s/d 2013. 
10. Drg. Oo Suprana, M. Kes, masa jabatan sejak tahun 2013 s/d sekarang. 
IV.2 Visi dan Misi RSUD Kabupaten Brebes  
Visi RSUD Kabupaten Brebes adalah “Menjadi Rumah Sakit 
Rujukan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Brebes dan Sekitarnya 
yang Bermutu, Memuaskan dan Mandiri.” Untuk mewujudkan visi tersebut 
diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran 
RSUD Kabupaten Brebes dalam memberikan pelayanan kesehatan rujukan 




1. Meningkatkan kapabilitas dan loyalitas sumber daya manusia. 
2. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, aman dan terjangkau 
oleh masyarakat luas.  
3. Mengembangkan sistem layanan medis, penunjang dan administrasi 
melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat, 
efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan.  
5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan karyawati.  
6. Mengembangkan organisasi menuju kemandirian dengan menerapkan 
prinsip-prinsip good governance. 
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan berdasarkan Renstra Bisnis RSUD Kabupaten Brebes tahun 
2012-2017, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh RSUD 
Kabupaten Brebes pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan: 
a. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar akreditasi 
b. Menyiapkan SDM yg terlatih untuk pelayanan prima 
c. Memonitoring dan evaluasi standar pelayanan minimal 
d. Membangun gedung secara bertahap sesuai prioritas dan 
meningkatan performa provider RS  
e. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, nyaman di dalam 
dan luar gedung  




g. Pengembangan Teknologi Informasi (IT) RS 
h. Peningkatan kemampuan SDM bidang IT 
i. Menyediakan pelayanan berbasis Teknologi canggih 
j. Melaksanakan Kerja Sama Operasional 
k. Menyiapkan prasarana sarana dan SDM RS rujukan 
2. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, aman dan terjangkau 
oleh masyarakat luas: 
a. Pemenuhan SDM layanan kesehatan yang kompeten 
b. Pemenuhan sarana sistem informasi manejemen RS berbasis 
teknologi informasi  
c. Menyelenggrakan pendidikan dan pelatihan teknis dan adminstrasi 
sesuai standar kompetensi 
3. Mengembangkan sistem layanan medis, penunjang dan administrasi 
melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat, 
efektif dan efisien : 
a. Menyiapkan SDM yg terlatih utk pelayanan prima 
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan melalui SMS 
pengaduan layanan rumah sakit  
c. Menjalin kerjasama dengan mitra bisnis rumah sakit 
d. Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit 
4. Meningkatkan kapabilitas dan loyalitas sumber daya manusia: 
a. Mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan/pelatihan teknis 




b. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan 
c. Memberikan penghargaan sesuai profesi dan produktifitas kinerja 
5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan karyawati : 
a. Memberikan penghargaan sesuai profesi dan produktifitas kinerja 
b. Peningkatan layanan administrasi kepegawaian 
6. Mengembangkan organisasi menuju kemandirian dengan menerapkan 
prinsip-prinsip good governance : 
a. Pemenuhan SDM keuangan yang kompeten 
b. Penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi 
c. Penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan 
IV.3 Fasilitas Pelayanan  
Jenis fasilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh RSUD 
Kabupaten Brebes adalah : 
a. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 
b. Instalasi Rawat Jalan (13 poliklinik) 
c. Instalasi Rawat Inap (11 ruang perawatan) 
d.  Instalasi Perawatan Intensif (ICU) 
e.  Instalasi Bedah Sentral 
f.  Instalasi Laboratorium 
g.  Instalasi Radiologi 
h.  Instalasi Farmasi 
i.  Instalasi Haemodialisa 




k. Instalasi Maternal Perinatal 
l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) 
m. Instalasi Gizi 
n. Instalasi Rehabilitasi Medik 
o.  Instalasi Loundry 
p.  Unit CSSD 
q.  Instalasi Pengolah Air Limbah 
r.  Instalasi Kesehatan Lingkungan 
s.  Instalasi Pemulasaran Jenazah 
t.  Instalasi Teknologi Informasi 
u.  Pelayanan Ambulance 
v.  Pelayanan Parkir 
w. Pelayanan Informasi / Humas 
Dari beberapa fasilitas pelayanan di atas, terdapat pelayanan 
unggulan di RSUD Kabupaten Brebes. Berikut pelayanan-pelayanan 
unggulan di RSUD Kabupaten Brebes. 
  





Sejak tahun 2015, jumlah kamar rawat inap VIP mengalami 
perkembangan dikarenakan tingginya daftar antrian pemesanan kamar VIP 
sehingga dengan diopersionalkannya gedung rawat inap 5 lantai, porsi 
kamar VIP ditambah dan terletak di lantai 5. Pada tahun 2018, jumlah kamar 
VIP sebanyak 8 unit dan pada tahun 2017 menjadi 19 unit terdiri dari 5 unit 
kamar VIP dan 14 unit kamar VVIP. Fasilitas kamar VIP adalah AC Split, 
TV Kabel, Kultas 1 pintu, Kamar Mandi dengan kran air panas dan dingin, 
kursi tamu, almari baju dan tempat jemuran pakaian kecil. Sedangkan untuk 
kamar VVIP ada penambahan luasan ruangan dan fasilitas kursi tamu yang 
dapat dirubah menjadi tempat tidur bagi penunggu pasien. 
 
Gambar 4. Pelayanan Laparoscopy 
 
Pelayanan ini baru sebatas pada pelayanan kepada peserta Keluarga 
Berencana dimana alat yang ada merupakan hibah dari BKKBD Kabupaten 
Brebes dan RSUD Kabupaten Brebes menjadi rujukan pelayanan KB 
wilayah pantura sebelah barat sampai Kabupaten Pemalang. Pada waktu 
yang akan datang, RSUD Kabupaten Brebes berupaya memberikan 





Gambar 5. Pelayanan Hemodialisa, CT-Scan, dan Mamografi 
 
Unit Haemodialisa RSUD Kabupaten Brebes mulai resmi dibuka 
pada bulan Desember 2011. Sampai dengan saat ini jumlah mesin 
Dialisys/cuci darah sebanyak 8 unit. Bertindak sebagai Dokter konsultan 
adalah dokter Lestariningsih, Sp.PD, K-GH dan dokter penanggung jawab 
sekaligus sebagai Kepala Unit HD adalah dr. Susilo Setiaji, Sp.PD. 
IV.4 Stuktur Organisasi  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit, yang dinamakan dengan rumah sakit umum adalah rumah sakit yang 
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 
Organisasi RSUD ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten 
Brebes Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes dengan susunan Organisasi 
RSUD Kabupaten Brebes sebagai berikut: 
 
 
Gambar 6. Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Brebes 
 
RSUD Kabupaten Brebes merupakan salah satu unit pelayanan 
teknis Pemerintah Kabupaten Brebes bidang kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan medis penyembuhan (kuratif) dan 
pemulihan (rehabilitatif) dengan tetap memberikan upaya pencegahan 
(promotif) dan peningkatan kesehatan (preventif). Tugas pokok RSUD 
adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan pembinaan perencanaan 
program kesehatan dan pengembangan mutu sumber daya manusia 
(SDM), pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang dengan 
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Sedangkan fungsi RSUD 
adalah : 
a. Perumus kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;  
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 
bidang pelayanan kesehatan RSUD; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan 
RSUD; 
d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi 
dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan RSUD; 
e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan 
RSUD; 
f. Penyelenggaraan pelayanan rujukan; 





h. Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan administrasi umum, 
kepegawaian, kerumah tanggaan dan keuangan; 
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan 
lingkup tugas di bidang pelayanan kesehatan RSUD. 
Sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes nomor 019 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan 
Struktural Rumah Sakit Umum Daerah Brebes sebagai pengganti dari 
Peraturan Bupati Brebes Nomor 068 Tahun 2012, RSUD Kabupaten 
Brebes dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang 
wakil direktur yaitu Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum 
dan Keuangan. Dalam menjalankan organisasinya, Direktur juga dibantu 
oleh Satuan Komite (Komite Medis, Komite Keperawatan), Satuan 
Pengawas Internal, Kelompok Jabatan Fungsional di RSUD dan Dewan 
Pengawas BLUD RSUD. 
 
BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus 
penelitian pada kualitas pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten Brebes Tahun 2021. 
Peneliti memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi yang 
didapatkan dengan memilih orang-orang yang mengetahui bagaimana 
permasalahan yang ada dalam penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan 
validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi para pembaca.  
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan BPJS di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes dan mendeskripsikan hambatan 
peningkatan kualitas pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Brebes. Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang 
berhubungan dengan kualitas pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Brebes. Adapun informan mencakup: Pasien Pengguna BPJS, Perawat, 
Dokter, dan Pengunjung RSUD Kabupaten Brebes. 
Tabel 4. Informan Penelitian  
 
No Nama  Jenis Kelamin Umur  Pendidikan 
1. Darningsih Perempuan > 41 tahun SMA 
2. Umi Sadiyah Perempuan 21-30 tahun SMA 
3. Agung Riyanto Laki-laki 21-30 tahun SMA 
4 dr. Saeful Anwar Laki-laki 21-30 tahun S1 
5 dr. Megawati Perempuan > 41 tahun S1 
6 Lia Perempuan  31-40 tahun S1 
7 Umi Saroh Perempuan 21-30 tahun S1 
8 Siti Solekhah Perempuan > 41 tahun SMA 




Berdasarkan data pada tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa informan 
atau responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang 
dan berjenis kelamin laki-laki hanya 2 orang. Umur responden paling banyak 
berumur antara 21-30 tahun yaitu sebanyak 4 orang, dan selebihnya berumur 31-
40 tahun sebanyak 1 orang dan berumur lebih dari 41 tahun sebanyak 3 orang. 
Selanjutnya dilihat dari pendidikan informan sebanyak 4 orang berpendidikan 
SMA atau sederajat dan 4 orang berpendidikan S1.  
V.1 Hasil Penelitian  
1. Kualitas Pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Brebes 
Kualitas adalah sebuah bentuk pengukuran terhadap suatu nilai 
layanan yang telah diterima oleh konsumen dan kondisi yang dinamis suatu 
produk atau jasa dalam memenuhi harapan konsumen. Menurut Fandi 
Tjiptono (2014:194), kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 
penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan 
(service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para 
konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh 
dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan 
terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan atau organisasi. 
Pokok-pokok penelitian mengenai kualitas pelayanan BPJS di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes, menggunakan pendapat Parasuraman, 




kualitas jasa yang dijadikan pedoman oleh pelanggan dalam menilai kualitas 
jasa, yaitu: berwujud (tangible), empati (emphaty), keandalan (reliability), 
keresponsifan (responsiveness), dan keyakinan (assurance). Berikut hasil 
penelitian dari masing-masing indiktor kualitas pelayanan.  
a. Berwujud (Tangible) 
Berwujud (tangible) merupakan indikator kualitas pelayanan 
berupa tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan atau peralatan dan sarana 
komunikasi, dan lain-lain yang dapat diperluas dalam bentuk hubungan 
dengan konsumen lain pengguna jasa. Pertanyaan yang peneliti ajukan 
kepada informan terkait dengan wujud (tangible) layanan di RSUD 
Kabupaten Brebes, sebanyak tiga pertanyaan.  
1) Apakah peralatan di rumah sakit sudah modern atau sesuai standar 
yang berlaku dalam melayani pasien BPJS? 
Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Peralatan di RSUD Kabupaten Brebes sudah modern dan sesuai 
dengan standar yang belaku. Fasilitas pelayanan sudah lengkap, 
rumah sakit juga menyediakan fasilitas unggulan seperti kamar rawat 
inap VVIP dan peralatan modern seperti pelayanan hemodianalisa, 
CT-Scan, dan Mamografi (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Hal tersebut didukung dengan jawaban dr. Megawati yang juga 
salah satu dokter umum di RSUD Kabupaten Brebes, mengatakan 
dengan jawaban singkat: 
Sudah modern dan sesuai dengan standar yang berlaku. (Wawancara: 




Selanjutnya menurut dua orang perawat di ruang Sakura RSUD 
Kabupaten Brebes mengatakan: 
Sudah, peralatan rumah sakit sudah modern, sudah baru semuanya. 
(Wawancara: 10 Februari 2021). 
Menurut beberapa pasien ruang Sakura RSUD Kabupaten 
Brebes mengatakan: 
Sudah, peralatan rumah sakit sudah sesuai standar dan bisa 
diandalkan. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Siti Solekha, salah satu pengunjung atau penjenguk pasien di 
RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Peralatan rumah sakit sudah modern dan sesuai standar. Bangunan 
sudah ada perubahan dengan peralatan yang memadai dengan baik. 
(Wawancara: 11 Februari 2021). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang 
ditemui peneliti, semuanya mengatakan bahwa peralatan di RSUD 
Kabupaten Brebes sudah modern dan sesuai standar yang berlaku. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa peralatan yang tersedia di RSUD Kabupaten 
Brebes sudah baik dan memenuhi standar yang berlaku meliputi 
peralatan medis dan non medis yang fungsinya di dalam ruangan 
sangat penting dan diperlukan.  
Secara umum gambaran peralatan tersebut antara lain: instalasi 
gawat darurat (IGD), instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, 
instalasi perawatan intensif (ICU), instalasi bedah sentral (tindakan 
operasi), Instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi farmasi, 
instalasi haemodialisa, bank darah rumah sakit (BDRS), instalasi 




instalasi gizi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi loundry, unit CSSD, 
instalasi pengolah air limbah, instalasi kesehatan lingkungan, instalasi 
pemulasaran jenazah, instalasi teknologi informasi, pelayanan 
ambulance, pelayanan parkir, dan pelayanan informasi/humas. adapun 
beberapa pelayanan unggulan di RSUD Kabupaten Brebes, yaitu 
kamar rawat inap VIP dan VVIP, pelayanan laparoscopy, pelayanan 
hemodialisa, CT-Scan dan Mamografi.  
2) Bagaimana pegawai rumah sakit berpenampilan sopan dan menarik 
dalam melayani pasien BPJS? 
Untuk mencerminkan wujud pelayanan kepada pasien, maka 
hal yang perlu diperhatikan pemberi layanan rumah sakit baik dokter 
maupun perawat adalah berpenampilan sopan dalam melayani pasien. 
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, dokter maupun perawat 
berpenampilan sopan dan menarik saat melayani pasien BPJS. Hal ini 
diperkuat dengan pernyataan dari beberapa pasien yang penulis temui, 
salah satunya penuturan Darningsih Pasien ruang Sakura yang 
mengatakan: 
Bagus mas, semua perawat dan dokter berpenampilan rapi dan sopan 
saat menangani pasien. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Senada dengan pernyataan di atas, Agung Riyanto dan Umi 
Sadiyah yang juga pasien ruang sakura menyatakan: 
Dokter dan perawat berpenampilan rapi dan sopan, sesuai dengan 





Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Saya dalam menangani pasien selalu berpenampilan sesuai dengan 
SOP, tidak membedakan pasien umum dan BPJS atau Jamkesmas. 
Hanya ruangan saja yang dibedakan antara pasien umum dan BPJS, 
namun saya tetap berpenampilan sesuai SOP kepada semua pasien. 
(Wawancara: 10 Februari 2021). 
Begitu juga dengan pengakuan Lia, seorang perawat di ruang 
Sakura yang mengatakan: 
Saya selalu berpenampilan sopan, memakai uniform yang sesuai 
dengan ketentuan rumah sakit. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu pengunjung 
rumah sakit Siti Solekha yang memberikan jawaban singkatnya terkait 
dengan penampilan pegawai rumah sakit dalam melayani pasien BPJS 
“sangat memuaskan” (Wawancara: 11 Februari 2021). 
Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan 
beberapa informan yang ditemui peneliti, dapat disimpulkan bahwa 
pegawai rumah sakit berpenampilan sopan dan menarik saat melayani 
pasien BPJS. Penampilan pegawai rumah sakit sudah sesuai dengan 
SOP rumah sakit dan tidak membeda-bedakan antara pasien umum dan 
BPJS dalam melakukan perawatan. Hal ini dibuktikan oleh hasil 
observasi penulis yang melihat bahwa baik dokter maupun perawat 
berpakaian sesuai dengan SOP yang berlaku dan memakai uniform 
yang sesuai dengan standar rumah sakit.  
3) Apakah penampilan bangunan dan ruangan-ruangan di rumah sakit 




Selain keadaan perlatan dan penampilan pegawai rumah sakit, 
untuk mencerminkan wujud pelayanan kepada pasien, penampilan 
bangunan dan ruangan-ruangan di rumah sakit juga perlu diperhatikan 
rumah sakit. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang 
peneliti temui, diantaranya menurut dr. Saeful Anwar, salah satu 
dokter umum di RSUD Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Iya mas, penampilan bangunan dan ruangan-ruangan di rumah sakit 
mempunyai daya tarik visual, sudah ada bangunan baru. (Wawancara: 
10 Februari 2021). 
Menurut dr. Megawati, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, juga mengatakan: 
Iya. Sudah cukup menarik, enak dipandang dan ada beberapa 
bangunan yang baru. (Wawancara: 11 Februari 2021). 
Begitu juga dengan pengakuan Umi Saroh, seorang perawat di 
ruang Sakura yang mengatakan: 
Ada 3 ruangan gedung baru sudah bagus, ada AC nya. (Wawancara: 
10 Februari 2021). 
Berbeda dengan pernyataan Agung Riyanto dan Umi Sadiyah 
yang juga pasien ruang Sakura menyatakan: 
Penampilan bangunan dan ruangan-ruangan rumah sakit sudah cukup 
baik, nyaman dan bagus dipandang. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Begitu juga dengan pengakuan Lia, seorang perawat di ruang 
Sakura dan Siti Solekha seorang pengunjung rumah sakit yang 
mengatakan jawaban singkatnya: 




Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang 
ditemui peneliti, dapat disimpulkan bahwa penampilan bangunan dan 
ruangan-ruangan di rumah sakit sudah bagus dan mempunyai daya 
tarik visual, terdapat bangunan dan ruangan baru yang enak dipandang 
serta ber-AC. Hasil observasi penulis melihat bahwa bangunan RSUD 
Kabupaten Brebes sudah bagus dan mempunyai daya tarik visual, hal 
ini ditambah dengan adanya bangunan-bangunan baru yang menambah 
daya tarik masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. 
Tabel 5.  
Kualitas Pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten Brebes (Tangible) 
 
Informan Tangible (Berwujud) Simpulan 
1. Dokter  Peralatan sudah modern dan 
lengkap sesuai standar yang 
berlaku, berpenampilan sesuai 
SOP, rumah sakit juga 
mempunyai daya tarik visual 
dengan bangunan-bangunan 
yang baru dan enak dipandang.  
Wujud fisik rumah 
sakit baik bangunan, 
perlangkapan 
maupun peralatan 
sudah sesuai SOP. 
2. Perawat Peralatan sudah modern dan 
baru, berpenampilan sopan 




3. Pasien  Peralatan sudah sesuai standar, 
baik dokter maupun perawat 
berpenampilan rapi dan sopan, 
bangunan maupun ruangan 
cukup baik, nyaman dan bagus 
dipandang.  
Wujud fisik rumah 
sakit baik bangunan, 
perlangkapan 
maupun peralatan 
cukup baik dan 
nyaman. 
4. Pengunjung  Peralatan sudah modern dan 
sesuai standar, bangunan juga 
ada yang baru, berpenampilan 
rapi, bangunan rumah sakit 
cukup menarik.  
Wujud fisik rumah 
sakit menarik dan 
mempunyai daya 
tarik visual.  




Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
indikator pertama berupa wujud (tangible) kualitas layanan di RSUD 
Kabupaten brebes dapat disimpulkan sudah baik. Peralatan rumah sakit 
sudah modern dan sesuai standar yang berlaku. Adapun peralatan tersebut 
terlihat di berbagai layanan yang ada di rumah sakit. Selain peralatan, 
dokter dan perawat rumah sakit sudah berpenampilan sopan dan menarik 
ditambah lagi dengan adanya bangunan-bangunan baru di rumah sakit 
yang menambah daya tarik masyarakat untuk melakukan pelayanan 
kesehatan di RSUD Kabupaten Brebes. 
b. Empati (Emphaty)  
Empati merupakan sikap kontak personel maupun perusahaan 
untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi 
yang baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi 
atau hubungan. Empati menjadi indikator dari kualitas pelayanan yang 
merupakan syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan. 
Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan terkait dengan empati 
(emphaty) dalam pelayanan di RSUD Kabupaten Brebes, sebanyak empat 
pertanyaan. 
1) Apakah pegawai rumah sakit memberikan perhatian individual kepada 
para pasien BPJS? Berikan contohnya! 
Salah satu komponen untuk mewujudkan empati agar kualitas 
pelayanan baik adalah perhatian. Pegawai rumah sakit sudah 




pasien umum maupun pasien BPJS. Adapun fokus dalam penelitian ini 
adalah perhatian pegawai rumah sakit terhadap para pasien pengguna 
BPJS.  
Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Iya, saya selalu memberi perhatian kepada semua pasien yang saya 
tangani tanpa membeda-bedakan status pasien baik umum maupun 
BPJS, hanya saja yang membedakan kelas pelayanan yang diambil 
pasien. Contohnya: memberikan obat sesuai keluhan pasien. 
(Wawancara: 10 Februari 2021). 
Selanjutnya menurut Umi Saroh perawat di ruang Sakura 
RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Sama saja dalam memberikan perhatian khusus kepada pasien, tidak 
ada kendala. Contohnya: menasehati pasien yang sulit makan, dengan 
nasehat perawat biasanya pasien mau makan. (Wawancara: 10 
Februari 2021). 
Menurut Lia yang juga perawat di ruang Sakura RSUD 
Kabupaten Brebes mengatakan: 
Pegawai rumah sakit memberikan perhatian kepada pasien BPJS dari 
pertama masuk ruangan. Pasien dan keluarga diorientasikan ruangan 
yang sesuai dengan kepesertaan BPJS, ditanya keluhan riwayat 
penyakit dan memberikan informasi persyaratan jika pasien 
menggunakan BPJS. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Umi Sadiah dan Agung Riyanto, pasien di ruang Sakura RSUD 
Kabupaten Brebes mengatakan: 
Sama saja, pasien pengguna BPJS juga diperhatikan, namun 
terkadang juga ada pasien BPJS yang kurang mendapat perhatian, hal 
ini karena ada berkas persyaratan yang kurang pada syarat menjadi 
pasien BPJS. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Sedangkan menurut Darningsih, pasien di ruang Sakura RSUD 




Ya sama mas mendapat perhatian, saya selalu diajak komunikasi dan 
perawat juga mau melayani semua keluhan pasien. (Wawancara: 10 
Februari 2021). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang 
ditemui peneliti, hampir semua mengatakan bahwa pegawai rumah 
sakit tidak membeda-bedakan pasien dalam memberikan perhatian, 
termasuk kepada pasien pengguna BPJS. Berdasarkan observasi yang 
peneliti lakukan, petugas rumah sakit maupun perawat selalu 
menanyakan dan mengkonfirmasi persyaratan pelayanan bagi 
pengguna BPJS, apabila persyaratan telah memenuhi maka pasien 
diperhatikan sama saja, namun apabila terdapat persyaratan yang 
kurang maka perhatian pegawai maupun perawat sedikit berbeda 
kepada pasien pengguna BPJS yang belum memenuhi persyaratan 
yang ada. 
2) Bagaimana perlakuan dokter atau perawat saat menangani pasien 
BPJS? 
Menurut pengakuan beberapa pasien di ruang Sakura RSUD 
Kabupaten Brebes maupun pengunjung yang ada, mereka rata-rata 
memberikan pernyataan yang sama terkait dengan perlakuan dokter 
dan perawat saat penangani pasien BPJS: 
Baik dokter dan perawat bagus saat menangani pasien BPJS. Mereka 
melayani dengan baik dan ramah. (Wawancara: 10-11 Februari 2021). 
Begitu juga dengan dokter dan perawat di RSUD Kabupaten 
Brebes yang penulis temui, mengatakan: 




Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang 
ditemui peneliti, hampir semua mengatakan bahwa pegawai rumah 
sakit baik dokter mapun perawat dalam memperlakukan pasien BPJS 
sudah baik dan tidak membeda-bedakan pasien. Hal ini juga terlihat 
saat observasi peneliti, pegawai rumah sakit maupun perawat dalam 
menangani pasien selalu memperlakukan dengan baik dan ramah, tidak 
membeda-bedakan antara pasien BPJS atau umum. Perbedaan hanya 
terlihat pada fasilitas yang diperoleh yang didasarkan pada kelas yang 
diambil pasien.  
3) Apakah dokter atau perawat sungguh-sungguh dan memahami 
mengutamakan kepentingan atau kebutuhan pasien BPJS? 
Memahami kepentingan atau kebutuhan pasien merupakan 
salah satu komponen indikator empati dalam melakukan pelayanan. 
Memahami kepentingan dan kebutuhan pasien sangat penting karena 
dapat mempengaruhi kepuasan pasien, yang pada akhirnya membuat 
pasien loyal kepada rumah sakit.  
Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Iya, dokter salalu sungguh-sungguh dan memahami serta 
mengutamakan kepentingan atau kebutuhan pasien baik umum 
maupun BPJS (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Hal tersebut didukung dengan jawaban dr. Megawati yang juga 
salah satu dokter umum di RSUD Kabupaten Brebes, mengatakan 




Iya. Dia menambahkan bahwa ia selalu mengutamakan kepentingan 
dan kebutuhan pasien dan tidak membeda-bedakan (Wawancara: 11 
Februari 2021). 
Selanjutnya menurut dua orang perawat di ruang Sakura RSUD 
Kabupaten Brebes mengatakan: 
Sangat memahami dan insya Allah berusaha dengan baik. 
(Wawancara: 10 Februari 2021). 
Menurut beberapa pasien ruang Sakura RSUD Kabupaten 
Brebes, antara lain Agus Riyanto: 
Sama, pasien BPJS dipentingkan juga. (Wawancara: 10 Februari 
2021). 
Umi Sadiyah: 
Bagus dalam melakukan pertanyaan dan mengutamakan kebutuhan 
pasien BPJS (Wawancara: 10 Februari 2021)..  
Darningsih: 
Baik dan mengutamakan kepentingan pasien. (Wawancara: 10 
Februari 2021)..  
Siti Solekha, salah satu pengunjung atau penjenguk pasien di 
RSUD Kabupaten Brebes juga mengatakan: 
Ia, dokter dan perawat sungguh-sungguh melayani dengan baik. 
(Wawancara: 11 Februari 2021). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ditemui 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa dokter atau perawat sungguh-
sungguh dan memahami, mengutamakan kepentingan atau kebutuhan 
pasien BPJS. Dokter dan perawat juga melakukan pertanyaan tentang 
keluhan pasien. Jadi dapat dikatakan sudah mempunyai empati dalam 




4) Bagaimana pegawai rumah sakit memberikan waktu kunjung pasien 
BPJS? 
Bentuk empati pegawai rumah sakit yang mencerminkan 
adanya kualitas pelayanan tidak hanya memberikan empati kepada 
pasien, tetapi juga perlu empati ditujukan kepada pengunjung atau para 
penjenguk di rumah sakit. Berikut hasil wawancara dengan informan 
terkait bentuk empati kepada pengunjung atau penjenguk di RSUD 
Kabupaten Brebes. 
Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Rumah Sakit Umum Daerah Brebes sebelum pandemi Covid-19 
diperbolehkan pengunjung atau penjenguk berkunjung ke rumah sakit 
sesuai dengan aturan jam besuk yang ada, tetapi setelah ada pandemi 
Covid-19 tidak diperbolehkan selain keluarga dan dibatasi dengan 
aturan yang ketat. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Hal tersebut didukung dengan jawaban Umi Saroh salah satu 
perawat ruang Sakura di RSUD Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Tidak ada jam kunjung bagi pengunjung atau penjenguk di rumah 
sakit karena sedang adanya Covid-19 untuk mencegah klaster terbaru. 
(Wawancara: 10 Februari 2021). 
Tetapi berbeda menurut dua Lia yang juga perawat di ruang 
Sakura RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Karena adanya pandemi Covid-19 kunjungan dibatasi. (Wawancara: 
10 Februari 2021). 
Menurut beberapa pasien ruang Sakura RSUD Kabupaten 
Brebes, antara lain Agus Riyanto: 
Masih diperbolehkan asalkan tepat waktu saat pasien butuh bantuan 





Jarang diperbolehkan, karena ada covid bahkan hampir bisa 
dikatakan tidak ada sama sekali pengunjung (Wawancara: 10 Februari 
2021)..  
Darningsih: 
Masih dibolehkan, tapi sulit. (Wawancara: 10 Februari 2021)..  
Menurut Siti Solekha, salah satu pengunjung atau penjenguk 
pasien di RSUD Kabupaten Brebes juga mengatakan: 
Pada saat ini agak susah untuk berkunjung, karena ada covid-19. 
(Wawancara: 11 Februari 2021). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ditemui 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa pihak rumah sakit pada saat 
sekarang tidak memperbolehkan pengunjung atau penjenguk pasien 
untuk berkunjung ke RSUD Kabupaten Brebes, namun masih bisa 
diperbolehkan dengan adanya syarat-syarat dan ketentuan khusus dan 
itupun sangat sulit agar bisa mengunjungi rumah sakit untuk 
menjenguk pasien. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi penulis, 
dimana pada saat mencari data penulis tidak menemui adanya 
pengunjung atau penjenguk yang datang ke rumah sakit. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa RSUD Kabupaten Brebes pada intinya 
memberikan waktu kunjung pasien, namun adanya Pandemi Covid-19 
pihak rumah sakit membatasi atau bahkan tidak memperbolehkan 






Tabel 6.  
Kualitas Pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten Brebes (Emphaty) 
 
Informan Emphaty (Empati) Simpulan  
1. Dokter  Memberi perhatian kepada 
semua pasien yang ditangani 
baik BPJS maupun umum; 
memperlakukan pasien dengan 
baik, ramah dan tidak 
membeda-bedakan; memahami 
dan mengutamakan kebutuhan 
pasien.   
Dokter memiliki 
empati kepada 
semua pasien baik 
umum maupun 
BPJS. 
2. Perawat Memberi perhatian khusus 
dengan fasilitas sesuai dengan 
kepesertaan BPJS;  
memperlakukan pasien dengan 
baik; melayani dengan baik. 
Perawat memiliki 
empati kepada 
semua pasien baik 
umum maupun 
BPJS. 
3. Pasien Diperhatikan sama dengan 
pasien umum; diperlakukan 
sama seperti pasien lainnya; 
dilayani keluhan dan kebutuhan 
pasien; tetapi apabila ada 
berkas persyaratan yang kurang 
untuk menjadi pasien BPJS 





pasien BPJS, tapi 
masih terkesan 






4. Pengunjung Pasien mendapat perhatian dan 
perlakuan yang baik dokter 
maupun perawat; sungguh-
sungguh melayani pasien.  
Empati pegawai 
rumah sakit sudah 
baik.  
Sumber: Data yang diolah, 2021. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 
penulis terkait dengan indikator empati dapat disimpulkan belum 
maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan dokter atau perawat tidak 
membeda-bedakan pasien dalam memberikan perhatian dan perlakuan 




Dokter dan perawat juga selalu bersungguh-sungguh dalam melayani 
pasien dengan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pasien tanpa 
membeda-bedakan. Namun pihak rumah sakit saat ini tidak 
memperbolehkan pengunjung atau penjenguk berkunjung ke rumah sakit, 
dengan alasan untuk menghindari penyebaran virus Covid-19.  
c. Keandalan (Reliability) 
Keandalan merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan 
yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya, terutama 
memberikan jasa secara tepat waktu, dengan cara yang sama sesuai 
dengan jadwal yangg telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan tiap 
waktu. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan terkait dengan 
keandalan (reliability) dalam pelayanan di RSUD Kabupaten Brebes, 
sebanyak empat pertanyaan. 
1) Apakah pihak rumah sakit menyediakan layanan sesuai yang 
dijanjikan? 
Salah satu bentuk keandalan rumah sakit dalam melakukan 
pelayanan yaitu dengan menyediakan layanan sesuai dengan yang 
dijanjikan. Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di 
RSUD Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Ya pihak rumah sakit berusaha menyediakan layanan sesuai yang 
dijanjikan, apabila ada fasilitas atau layanan yang bermasalah segera 




Hal tersebut didukung dengan jawaban semua responden yang 
ditemui peneliti, semuanya mengatakan sesuai yang dijanjikan. Berikut 
hasil wawancaranya: 
Darningsih : Menyediakan  
Umi Saroh :  Sesuai yang dijanjikan  
Lia : Ya, sesuai yang dijanjikan 
Agus Riyanto : Sesuai yang dijanjikan  
Umi Sadiyah : Bagus dalam pelayanan yang dijanjikan 
Siti Solekhah : Ia, sesuai jadwal jam kerja  
dr. Megawari  : Iya sudah sesuai. (Wawancara: 10-11 Februari 2021). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ditemui 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa pihak rumah sakit RSUD 
Kabupaten Brebes selalu menyediakan layanan kepada para pasien dan 
sesuai dengan yang dijanjikan. Hasil ini menunjukkan dengan adanya 
layanan sesuai dengan yang dijanjikan, maka dapat dikatakan bahwa 
rumah sakit telah memberikan jasa secara tepat waktu, dengan cara 
yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan tanpa 
melakukan kesalahan tiap waktu. 
2) Apakah rumah sakit dapat diandalkan dalam menangani masalah 
kesehatan? 
Rumah sakit yang mempunyai reliability harus dapat 
diandalkan dalam menangani masalah kesehatan. RSUD Kabupaten 




menangani masalah kesehatan, karena RSUD Kabupaten Brebes 
merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Brebes. Hal ini sesuai 
dengan penjelasan dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
RSUD Kabupaten Brebes dapat diandalkan karena sebagai rumah 
sakit rujukan Brebes. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Menurut Umi Sadiyah, Pasien ruang Sakura di RSUD 
Kabupaten Brebes mengatakan: 
RSUD Kabupaten Brebes bisa diandalkan walaupun saya jauh dari 
tempat tinggal, saya selalu ke RSUD Kabupaten Brebes jika sakit dan 
membutuhkan perawatan yang serius.  
Hal tersebut didukung dengan jawaban responden lainnya yang 
ditemui peneliti, semuanya mengatakan bisa diandalkan dengan 
jawaban singkat. Berikut hasil wawancaranya: 
Darningsih : Alhamdulillah bisa diandalkan. 
Siti Solekhah : Bisa diandalkan. 
Agus Riyanto : Alhamdulillah bisa diandalkan. 
Lia : Ya, sesuai yang dijanjikan 
Umi Saroh : Bisa diandalkan sekali, RSUD type B 
dr. Megawari  : Dapat diandalkan.  
Lia : Ya, dapat diandalkan.(Wawancara: 10-11 Februari 
2021). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ditemui 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit RSUD Kabupaten 
Brebes dapat diandalkan dalam menangani masalah kesehatan. RSUD 




merupakan RSUD type B. Hasil ini menunjukkan RSUD Kabupaten 
Brebes mempunyai keandalan yang baik, hal ini terlihat dari pasien 
rumah sakit bukan hanya orang-orang Brebes, tetapi juga tidak sedikit 
dari daerah lain yang menjalani perawatan di RSUD Kabupaten 
Brebes. 
3) Apakah pegawai rumah sakit menyimpan catatan atau dokumen tanpa 
kesalahan? Berikan contoh! 
Rumah sakit yang baik selalu menyimpan catatan atau 
dokumen baik berhubungan dengan administrasi kelembagaan, dan 
yang lebih penting adalah catatan atau dokumen terkait dengan data 
dan riwayat penyakit pasien, sehingga saat pasien kembali lagi dapat 
dilayani dengan optimal karena sudah mempunyai data dan riwayat 
yang lengkap dari pasien. Menurut Lia, salah satu perawat di ruang 
Sakura di RSUD Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Ya, rumah sakit menyimpan catatan atau dokumen, catatan atau 
dokumen tersebut disimpai sesuai nomor. (Wawancara: 10 Februari 
2021). 
Menurut Umi Saroh, yang juga perawat ruang Sakura di RSUD 
Kabupaten Brebes mengatakan: 
Ya, pasti menyimpan dengan baik. Data ini dapat digunakan untuk 
mengetahui data riwayat kesehatan pasien saat kembali menjalani 
perawatan kesehatan di RSUD Kabupaten Brebes. (Wawancara: 10 
Februari 2021). 
Tanggapan lainnya disampaikan Agung Riyanto, pasien ruang 




Baik menyimpan catatan resep. Contohnya perawat mengantar resep 
langsung kepada pasien. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Begitu juga dengan tanggapan Darningsih, pasien ruang Sakura 
di RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Ya, disimpan dengan baik. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, 
sebagian besar informan menjawab pihak rumah sakit menyimpan 
catatan atau dokumen pasien. Hal ini terlihat saat observasi, data 
pasien tertata rapi di loker-loker perawat, begitu juga di bagian 
informasi. Dengan demikian saat ada ada yang mencari ruangan salah 
satu pasien, bagian informasi dapat menunjukkan dengan cepat, begitu 
juga dengan data penyakit pasien, perawat bisa menunjuukan datanya. 
Tabel 7.  
Kualitas Pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten Brebes (Reliability) 
 
Informan Reliability (Keandalan) Simpulan  
1. Dokter  Memberikan pelayanan sesuai 
dengan yang dijanjikan, rumah 
sakit dapat diandalkan sebagai 
rumah sakit rujukan dan selalu 
menyimpan arsip data pasien. 
Rumah sakit sudah 
baik dan dapat 
diandalkan sebagai 
rumah sakit rujukan. 
2. Perawat Memberikan pelayanan sesuai 
dengan yang dijanjikan, 
mencatat dan menyimpan 
riwayat pasien.  




3. Pasien Memberikan pelayanan sesuai 
dengan yang dijanjikan dan 
rumah sakit dapat diandalkan.  
Dipercaya 
masyarakat, meski 
lokasi jauh.  
4. Pengunjung Dapat dipercaya, dapat 
diandalkan, mudah dan cepat 









Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 
peneliti, dapat disimpulkan indikator keandalan dalam kualitas pelayanan 
RSUD Kabupaten Brebes juga sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan 
layanan sesuai dengan yang dijanjikan, rumah sakit telah memberikan jasa 
secara tepat waktu, rumah sakit juga mempunyai keandalan yang baik 
sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat meskipun berada jauh dari 
rumah sakit. Pihak rumah sakit juga selalu menyimpan data atau dokumen 
tentang riwayat penyakit pasien.  
d. Keresponsifan (Responsiveness)  
Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemauan atau 
keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang 
dibutuhkan konsumen. Membiarkan konsumen menunggu, terutama tanpa 
alasan yang jelas akan menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya 
terjadi. Kecuali apabila kesalahan ini ditanggapi dengan cepat, maka 
menjadi suatu yang berkesan dan menjadi pengalaman yang 
menyenangkan. Keresponsifan karyawan merupakan kemauan untuk 
membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau tanggap. 
Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan terkait dengan daya 
tanggap (responsivenes) pelayanan di RSUD Kabupaten Brebes, sebanyak 
tiga pertanyaan. 





Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Iya dokter selalu memberitahu kepada pasien atau keluarga tentang 
penyakit pasien. Phak rumah sakit juga menyediakan lembar edukasi 
pasien atau keluarga terkait dengan penyakit pasien. (Wawancara: 10 
Februari 2021). 
Hal tersebut didukung dengan jawaban dr. Megawati yang juga 
salah satu dokter umum di RSUD Kabupaten Brebes dan Siti Solekah 
yang merupakan pengunjung rumah sakit, mengatakan dengan 
jawaban singkat “Ya”. Kemudian menurut Lia, perawat di ruang 
Sakura RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Dokter selalu memberikan informasi tentang penyakit pasien, dan 
perawat akan memberikan informasi tentang tindakan yang akan 
dilakukan (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Selanjutnya menurut responden lainnya yang ditemui di ruang 
Sakura RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Umi Sadiyah: 
Ya, pasti dikasih tahu. (Wawancara: 10 Februari 2021).  
Darningsih: 
Alhamdulillah, baik dokter atau perawat menginformasikan tentang 
penyakit pasien dengan baik. (Wawancara: 10 Februari 2021)  
Agung Riyanto: 
Selalu menginformasikan dengan baik. (Wawancara: 10 Februari 
2021)  
Umi Saroh, salah satu perawat ruang Sakura di RSUD 




Dokter maupun perawat memberikan informasi dengan baik kepada 
pasien maupun keluarga tentang kondisi penyakit pasien. 
(Wawancara: 10 Februari 2021). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ditemui 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa dokter maupun perawat selalu 
memberitahukan kondisi penyakit pasien kepada pasien atau 
keluarganya. Pihak rumah sakit juga menyediakan lembar edukasi 
pasien atau keluarga terkait dengan penyakit pasien agar dapat 
menyampaikan keluhan tentang penyakitnya. Hasil observasi penulis 
diketahui bahwa dokter selalu memberitahukan penyakit pasien kepada 
pasien atau keluarga pasien, namun apabila yang menyanakan di luar 
pasien atau keluarga, dokter atau perawat tidak begitu saja 
memberitahu, tapi sesuai dengan aturan yang ada di rumah sakit, 
dimana ada etika-etika khusus yang tidak memperbolehkan dokter atau 
perawat memberitahukan penyakit pasien kepada selain pasien atau 
keluarga pasien.  
2) Apakah dokter atau perawat memberikan layanan yang cepat bagi 
pasien BPJS? 
Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Iya, saya selalu memberikan layanan yang cepat kepada pasien, baik 
umum maupun BPJS. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Hal tersebut didukung dengan jawaban dr. Megawati yang juga 





Iya, saya selalu memberikan layanan yang cepat kepada pasien sesuai 
standar rumah sakit. (Wawancara: 11 Februari 2021). 
Siti Solekah, pengunjung rumah sakit, mengatakan dengan 
jawaban singkat “iya”. Kemudian menurut Lia dan Umi Saroh, selaku 
perawat di ruang Sakura RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Iya, sama saja memberikan pelayanan dengan baik dan cepat kepada 
pasien BPJS (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Selanjutnya menurut tiga responden lainnya yang merupakan 
pasien di ruang Sakura RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Umi Sadiyah : Layanan cepat, tidak membeda-bedakan antara 
pasien BPJS dan pasien umum.  
Agung Priyanto : Cepat sama saja antara pasien BPJS dan umum.  
Darningsih : Agak dibedakan. (Wawancara: 10 Februari 2021)  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ditemui 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa dokter maupun perawat belum 
maksimal dalam memberikan layanan yang cepat bagi pasien BPJS. 
Hal ini terbukti dari penuturan salah satu pasien yang mengatakan 
kecepatan waktu dalam melayani atau menanggapi keluhan pasien 
BPJS agak dibedakan.  
3) Apakah dokter atau perawat merespon permintaan pasien? Jelaskan! 
Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Ya, saya selalu merespon permintaan pasien. untuk obat-obatan yang 
sesuai indikasi diberikan, tetapi jika tidak ada indikasi medis tidak 




Siti Solekah yang merupakan pengunjung rumah sakit, 
mengatakan: 
Iya, merespon dengan baik. (Wawancara: 11 Februari 2021). 
Kemudian menurut Lia dan Umi Saroh, selaku perawat di 
ruang Sakura RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Iya, merespon permintaan pasien. Contohnya: setiap saat ganti sprei 
atas permintaan pasien. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Selanjutnya menurut tiga responden lainnya yang merupakan 
pasien di ruang Sakura RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Umi Sadiyah : Merespon permintaan pasien dengan baik. 
Agung Priyanto : Dapat merespon cepat terhadap pasien BPJS. 
Darningsih : Kurang merespon permintaan pasien BPJS. 
Siti Solekha : Pegawai rumah sakit tidak merespon pengunjung di 
luar keluarga pasien dengan alasan Covit-19. 
(Wawancara: 10 Februari 2021)  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ditemui 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa dokter maupun perawat juga belum 
maksimal dalam merespon permintaan pasien BPJS. Hal ini terbukti 
dari penuturan salah satu pasien yang mengatakan kurang merespon 
permintaan pasien BPJS. 
Tabel 8.  
Kualitas Pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten Brebes (Responsiveness) 
 
Informan Responsiveness (Keresponsifan) Simpulan  
1. Dokter  Memberikan informasi dan 
lembar edukasi, layanan cepat, 
merespon dengan baik.   
Respon dokter 





2. Perawat Memberikan informasi 
penyakit dan tindakan yang 
akan dilakukan kepada pasien, 
layanan cepat sesuai aturan 
rumah sakit, merespon 
permintaan pasien.  
Merespon 
permintaan pasien.  
3. Pasien Mendapat informasi terkait 
penyakitnya, kurang cepat atau 
tanggap kepada pasien BPJS, 
agak kurang merespon 
permintaan pasien.   
Respon perawat 
kurang saat ada 
permintaan di luar 
fasilitas BPJS. 
4. Pengunjung Memberi informasi dengan 
baik, sama-sama mendapat 
pelayanan cepat, merespon 
pertanyaan pengunjung.  
Merespon dengan 
baik pegunjung 





Sumber: Data yang diolah, 2021. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 
peneliti terkait dengan indikator kualitas pelayanan tentang keresponsifan 
dapat disimpulkan belum maksimal. Dokter dan perawat RSUD 
Kabupaten brebes sudah baik dalam menginformasi kepada pasien tentang 
penyakitnya. Namun dalam memberikan layanan kurang maksimal karena 
masih kurang tanggap atau cepat kepada pasien BPJS, begitu juga dengan 
respon terhadap permintaan pasien terlihat masih ada yang kurang 
direspon permintaan dari pasien pengguna BPJS dan tidak merespon 
pengunjung di luar keluarga pasien dengan alasan Covid-19.  
e. Keyakinan (Assurance) 
Keyakinan (assurance) merupakan pengetahuan, kemampuan, 
ramah tamah, sopan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personel untuk 




dan resiko. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan terkait 
dengan keyakinan (assurance) terhadap pelayanan di RSUD Kabupaten 
Brebes, sebanyak empat pertanyaan. 
1) Apakah dokter atau perawat mampu menumbuhkan rasa percaya para 
pasien BPJS? 
Untuk menciptakan keyakinan pasien dari pelayanan rumah 
sakit, dokter maupun perawat harus mampu menumbuhkan rasa 
percaya kepada pasien agar merasa bebas dari bahaya dan resiko. 
Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Ya, karena hampir sebagian besar pasien rumah sakit menggunakan 
BPJS. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Menurut Umi Saroh, selaku perawat di ruang Sakura RSUD 
Kabupaten Brebes mengatakan: 
Iya, tergantung sama pasien, namun pada umumnya pasien percaya 
dan merasa puas. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Selanjutnya menurut enam responden lainnya yang merupakan 
perawat, pasien maupun pengunjung RSUD Kabupaten Brebes 
mengatakan dengan jawaban singkatnya “Iya, percaya” (Wawancara: 
10-11 Februari 2021). Dapat dikatakan bahwa dokter dan perawat 
mampu menumbuhkan rasa percaya para pasien BPJS sehingga pasien 
pecaya dengan pelayanan rumah sakit.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang 




menumbuhkan rasa percaya kepada pasien tentang pelayanannya. Hal 
ini diperkuat dengan hasil observasi penulis yang sempat mengamati 
perawat yang sedang menenangkan dan memberikan pemahaman 
kepada pasien yang takut disuntik yang pada akhirnya pasien percaya 
dengan penjelasan perawat dan mau disuntik.  
2) Bagaimana dokter atau perawat konsisten memberikan rasa aman 
sewaktu melakukan pelayanan pada pasien BPJS? 
Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Sesuai SOP/Clinical Pathway. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Tanggapan tersebut diperkuat dengan tanggapan Lia, selaku 
perawat di ruang Sakura RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Dokter dan perawat bekerja sesuai SOP. (Wawancara: 10 Februari 
2021). 
Selanjutnya menurut enam responden lainnya yang merupakan 
perawat, pasien maupun pengunjung RSUD Kabupaten Brebes 
mengatakan dengan jawaban singkatnya “Iya, memberikan rasa 
aman” (Wawancara: 10-11 Februari 2021). Dapat dikatakan bahwa 
dokter dan perawat selalu konsisten dalam memberikan rasa aman 
sewaktu melakukan pelayanan pada pasien BPJS. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang 
ditemui dapat disimpulkan bahwa dokter maupun perawat selalu selalu 
konsisten dalam memberikan rasa aman sewaktu melakukan pelayanan 




perawat bekerja sesuai SOP sehingga tidak semua keadaan dikatakan 
baik-baik saja untuk membuat rasa aman pasien. Tetapi ada kalanya 
dokter atau perawat menyatakan terus terang tentang bahaya penyakit 
yang diderita pasien sesuai dengan kode etik dan berusaha membuat 
pasien tidak panik.  
3) Apakah pegawai rumah sakit secara konsisten bersikap sopan kepada 
pasien BPJS atau pengunjung? 
Sikap ramah tamah, sopan, dan sifat dapat dipercaya dari 
dokter maupun perawat dapat menghilangkan keragu-raguan 
konsumen terhadap pelayanan rumah sakit. Jadi sikap seorang dokter 
dan perawat mempengaruhi keyakinan pasien terhadap pelayanan 
rumah sakit. Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di 
RSUD Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Iya, saya selalu konsisten bersikap sopan kepada semua pasien baik 
umum maupun BPJS ternasuk pengunjung. (Wawancara: 10 Februari 
2021). 
Tanggapan tersebut diperkuat dengan tanggapan Lia, selaku 
perawat di ruang Sakura RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Iya, selalu sopan kepada siapa saja. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Menurut Megawati selaku dokter dan Umi Saroh, selaku 
perawat di ruang Sakura RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 
Iya, Insya Allah selalu bersikap sopan kepada semua pasien termasuk 




Selanjutnya menurut tiga responden lainnya yang merupakan 
pasien dan satu orang pengunjung RSUD Kabupaten Brebes 
mengatakan dengan jawaban singkatnya: 
“Iya, selalu bersikap sopan dan santun” (Wawancara: 10-11 Februari 
2021).  
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang 
ditemui dapat disimpulkan bahwa dokter maupun perawat selalu selalu 
konsisten bersikap sopan kepada semua pasien maupun pengunjung. 
Hal ini juga dibuktikan dari hasil observasi yang penulis lakukan 
terlihat dokter dan perawat menangani pasien BPJS sama seperti 
pasien umum lainnya dengan sopan dan santun. 
4) Apakah dokter atau perawat mampu menjawab pertanyaan yang 
diajukan pasien BPJS? 
Menurut dr. Saeful Anwar, salah satu dokter umum di RSUD 
Kabupaten Brebes, mengatakan: 
Ya, saya selalu menjawab pertanyaan yang diajukan pasien BPJS 
terkait dengan pernyakitnya. Bahkan saya selalu memberikan ajuran 
tentang hal-hal yang baik buat kesehatan pasien. (Wawancara: 10 
Februari 2021). 
Jawaban berbeda diberikan oleh dua orang perawat ruang 
Sakura yaitu Lia dan Umi Saroh yang mengatakan: 
Insya Allah mampu menjawab pertanyaan pasien BPJS seputar 
penyakitnya. (Wawancara: 10 Februari 2021). 
Selanjutnya menurut tiga responden lainnya yang merupakan 
pasien di ruang Sakura RSUD Kabupaten Brebes mengatakan: 




Agung Priyanto : Mampu memberikan pertanyaan yang diajukan 
pasien BPJS, saya merasa sangat terbantu.  
Darningsih : Ada respon, dan mampu menjawab keluhan pasien 
BPJS. (Wawancara: 10 Februari 2021)  
Kemudian Siti Solehah, selaku pengunjung di RSUD 
Kabupaten Brebes mengatakan: 
Mampu. (Wawancara: 11 Februari 2021). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ditemui 
peneliti, dapat disimpulkan bahwa dokter maupun perawat selalu 
menjawab pertanyaan pasien BPJS tentang penyakitnya. Dokter dan 
perawat juga mampu memberikan solusi terkait dengan keluhan-
keluhan yang disampaikan oleh pasien BPJS. Hasil observasi terlihat 
dokter maupun perawat selalu tanggap terhadap keluhan maupun 
pertanyaan pasien yang membutuhkan penanganan.  
Tabel 9.  
Kualitas Pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten Brebes (Assurance) 
 
Informan Assurance (Keyakinan) Simpulan  
1. Dokter  Menumbuhkan rasa percaya 
diri pasien, bekerja sesuai SOP 
untuk memberikan rasa aman 
pada pasien, sopan, dan 
bersedia menjawab keluhan 
pasien.   




2. Perawat Menumbuhkan rasa percaya 
diri pasien, bekerja sesuai SOP 
untuk memberikan rasa aman 
pada pasien, sopan, dan 
menanggapi keluhan pasien.  





tentang penyakitnya.  
3. Pasien Diberi motivasi oleh doter dan 
perawat, sopan dan menjawab 
pertanyaan pasien.  





4. Pengunjung  Menumbuhkan rasa percaya 




percaya diri pasien.  
Sumber: Data yang diolah, 2021. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 
terkait dengan indikator kualitas pelayanan tentang keyakinan dapat 
disimpulkan sudah baik. Dokter dan perawat RSUD Kabupaten brebes 
sudah baik dalam menumbuhkan rasa percaya diri pasien, memberikan rasa 
aman saat melakukan pelayanan, dan selalu konsisten bersikap sopan 
kepada semua pasien. Dokter dan perawat juga bersedia menjawab 
pertanyaan maupun keluhan dari pasien maupun pengunjung tentang 
penyakit yang diterita pasien BPJS.  
 
2. Hambatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan BPJS di Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Brebes 
Faktor hambatan sangat mempunyai pengaruh penting pada saat 
menjalankan pelayanan kesehatan. Suatu tugas tidak akan tercapai apabila 
adanya hambatan yang menganggu proses pelayanan tersebut. Dalam 
memberikan pelayanan kepada pasien peserta BPJS ada beberapa 
hambatan yang di temui dalam proses pelaksanaanya di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Brebes, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal.  
a. Faktor Internal  
Faktor internal rumah sakit yaitu faktor yang berasal dari dalam 




struktur organisasi. Dalam memberikan pelayanan bagi pasien peserta 
BPJS diperlukan fasilitas atau bangunan rumah sakit dan sumber daya 
manusia yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis ketahui 
bahwa sumber daya manusia dan struktur organisasi di RSUD Kabupaten 
Brebes sudah baik. Dokter dan perawat maupun pegawai rumah sakit 
sudah mempunyai kompetensi dalam menangani dan melayani pasien 
BPJS. 
Mengacu pada hasil temuan penelitian, hambatan-hambatan yang 
ditemui di lapangan yaitu terkait dengan fasilitas dan bangunan rumah 
sakit, dalam menangani pasien BPJS ruangan kurang mencukupi untuk 
menampung pasien BPJS yang pada umumnya Kelas III. Sehingga pasien 
BPJS, ada sebagian yang tidak tertampung sesuai dengan kelas yang 
diambil. Pada umumnya pasien tersebut memilih naik kelas agar segera 
tertangani. Untuk mengatasi kendala yang ada, pihak rumah sakit berusaha 
memberikan pelayanan yang terbaik dengan membuat ruang kusus bagi 
pasien pengguna BPJS serta mebangun bangunan dan ruang baru sebagai 
penambahan fasilitas guna mendukung pelayanan yang optimal. 
b. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pihak 
rumah sakit. Dari hasil temuan penelitian, hambatan-hambatan yang 
ditemui di lapangan terkait dengan faktor eksternal yaitu kurangnya 
pemahaman pengguna BPJS tentang persyaratan dan fasilitas yang 




pemahaman terkait dengan persyaratan menggunakan BPJS, pada 
umumnya pasien saat masuk rumah sakit kurang melengkapi atau belum 
membawa persyaratan untuk memakai BPJS dalam menjalani perawatan. 
Sehingga pasien kurang memperoleh pelayanan yang seharusnya 
dikarekanakan belum lengkapnya persyaratan yang diajukan.  
 Hambatan yang datang dari luar mempengaruhi dengan kinerja 
pelayanan peserta BPJS yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh 
pihak penyelenggara BPJS terhadap pengguna layanan. Pasien umumnya 
menganggap fasilitas yang diperoleh selama menjalani perawatan di 
rumah sakit sudah ditanggung BPJS.  Sehingga menyulitkan pihak Rumah 
Sakit saat adanya beberapa pasien yang complain terhadap rumah sakit 
karena pasien BPJS tersebut sebelumnya sudah menyetujui untuk naik 
kelas kamar rawat inap, namun setelah pasien selesai mendapatkan 
pelayanan dari rumah sakit, pasien tersebut tidak mau membayar biaya 
tambahan naik kelas.  
Pasien mengira seluruh perawatan dan pengobatan naik kelas 
kamar rawat inap di tanggung penuh oleh BPJS. Namun di dalam aturan 
BPJS ada beberapa perngecualian di dalamnya termasuk naik kelas rawat 
inap di kenakan biaya Rumah Sakit. Sehingga dalam hal ini pelayanan 






Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
kualitas pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten Brebes yang diukur 
menggunakan lima indikator yaitu wujud atau bukti fisik, empati, keandalan, 
keresponsifan, dan keyakinan secara umum sudah baik. Indikator Wujud 
atau bukti fisik (tangiblel), berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa sudah baik. Peralatan rumah sakit sudah modern dan sesuai standar 
yang berlaku. Adapun peralatan tersebut terlihat di berbagai layanan yang 
ada di rumah sakit. Selain peralatan, dokter dan perawat rumah sakit sudah 
berpenampilan sopan dan menarik ditambah lagi dengan adanya bangunan-
bangunan baru di rumah sakit yang menambah daya tarik masyarakat untuk 
melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Brebes. 
Indikator kedua empati (emphaty) berdasarkan hasil wawancara dan 
observasi yang dilakukan penulis terkait dengan indikator empati dapat 
disimpulkan sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan dokter atau perawat 
tidak membeda-bedakan pasien dalam memberikan perhatian dan perlakuan 
dengan ramah dan sopan, baik pasien umum maupun pengguna BPJS. 
Dokter dan perawat juga selalu bersungguh-sungguh dalam melayani pasien 
dengan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pasien tanpa membeda-
bedakan. Namun pihak rumah sakit saat ini tidak memperbolehkan 
pengunjung atau penjenguk berkunjung ke rumah sakit, dengan alasan untuk 




Indikator ketiga yaitu keandalan (reliability), berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan 
indikator keandalan dalam kualitas pelayanan RSUD Kabupaten Brebes juga 
sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan layanan sesuai dengan yang 
dijanjikan, rumah sakit telah memberikan jasa secara tepat waktu, rumah 
sakit juga mempunyai keandalan yang baik sehingga dapat dipercaya oleh 
masyarakat meskipun berada jauh dari rumah sakit. Pihak rumah sakit juga 
selalu menyimpan data atau dokumen tentang riwayat penyakit pasien. 
Indikator keempat keresponsifan (responsiveness), berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terkait dengan indikator 
kualitas pelayanan tentang keresponsifan dapat disimpulkan belum 
maksimal. Dokter dan perawat RSUD Kabupaten brebes sudah baik dalam 
menginformasi kepada pasien tentang penyakitnya. Namun dalam 
memberikan layanan kurang maksimal karena ada beberapa pasien yang 
mengeluhkan masih kurang tanggap atau cepat kepada pasien BPJS, begitu 
juga dengan respon terhadap permintaan pasien terlihat masih ada yang 
kurang direspon permintaan dari pasien pengguna BPJS. 
Indikator kelima keyakinan (assurance), berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terkait dengan indikator 
kualitas pelayanan tentang keyakinan dapat disimpulkan sudah baik. Dokter 
dan perawat RSUD Kabupaten brebes sudah baik dalam menumbuhkan rasa 
percaya diri pasien, memberikan rasa aman saat melakukan pelayanan, dan 




juga bersedia menjawab pertanyaan maupun keluhan dari pasien maupun 
pengunjung tentang penyakit yang diterita pasien BPJS. 
Mengacu pada hasil temuan penelitian, hambatan-hambatan yang 
ditemui di lapangan meliputi hambatan faktor internal dan faktor eksternal. 
Hambatan dari faktor internal yaitu terkait dengan fasilitas dan bangunan 
rumah sakit, dalam menangani pasien BPJS ruangan kurang mencukupi 
untuk menampung pasien BPJS yang pada umumnya Kelas III. Sehingga 
pasien BPJS, ada sebagian yang tidak tertampung sesuai dengan kelas yang 
diambil. Pada umumnya pasien tersebut memilih naik kelas agar segera 
tertangani. Untuk mengatasi kendala yang ada, pihak rumah sakit berusaha 
memberikan pelayanan yang terbaik dengan membuat ruang kusus bagi 
pasien pengguna BPJS serta mebangun bangunan dan ruang baru sebagai 
penambahan fasilitas guna mendukung pelayanan yang optimal. 
Hambatan yang berasal dari faktor eksternal yaitu kurangnya 
pemahaman pengguna BPJS tentang persyaratan dan fasilitas yang diperoleh 
pengguna BPJS. Pada umumnya pasien saat masuk rumah sakit kurang 
melengkapi atau belum membawa persyaratan untuk memakai BPJS dalam 
menjalani perawatan. Sehingga pasien kurang memperoleh pelayanan yang 
seharusnya dikarekanakan belum lengkapnya persyaratan yang diajukan. 
Hambatan yang datang dari luar mempengaruhi dengan kinerja pelayanan 
peserta BPJS juga berasal dari kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh 
pihak penyelenggara BPJS terhadap pengguna layanan. Pasien umumnya 




sakit sudah ditanggung BPJS. Pasien mengira seluruh perawatan dan 
pengobatan naik kelas kamar rawat inap di tanggung penuh oleh BPJS. 
Namun di dalam aturan BPJS ada beberapa perkecualian di dalamnya 
termasuk naik kelas rawat inap di kenakan biaya Rumah Sakit. Sehingga 






VI.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kualitas pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten Brebes dalam hal wujud 
atau bukti fisik (tangiblel) sudah baik. Peralatan rumah sakit sudah 
modern dan sesuai standar yang berlaku, dokter dan perawat rumah sakit 
sudah berpenampilan sopan dan menarik ditambah lagi dengan adanya 
bangunan-bangunan baru di rumah sakit. 
2. Kualitas pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten Brebes dalam hal empati 
(emphaty) belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dokter atau perawat 
masih membeda-bedakan pasien dalam memberikan perhatian, 
perlakuan pada pasien yang berkasnya kurang lengkap dalam 
pendaftaran pasien BPJS dan pihak rumah sakit saat ini juga tidak 
memperbolehkan pengunjung atau penjenguk berkunjung ke rumah 
sakit, dengan alasan untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. 
3. Kualitas pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten Brebes dalam hal 
keandalan (reliability) sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan layanan 
sesuai yang dijanjikan, rumah sakit telah memberikan jasa secara tepat 
waktu, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pihak rumah sakit juga 




4. Kualitas pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Brebes dalam hal keresponsifan (responsiveness) belum maksimal. 
Dokter dan perawat RSUD Kabupaten brebes sudah baik dalam 
menginformasi kepada pasien tentang penyakitnya. Namun dalam 
memberikan layanan kurang maksimal karena ada beberapa pasien yang 
mengeluhkan masih kurang tanggap atau cepat kepada pasien BPJS, 
begitu juga dengan respon terhadap permintaan pasien terlihat masih ada 
yang kurang direspon permintaan dari pasien pengguna BPJS. 
5. Kualitas pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Brebes dalam hal keyakinan (assurance) sudah baik. Dokter dan perawat 
RSUD Kabupaten brebes sudah baik dalam menumbuhkan rasa percaya 
diri pasien, memberikan rasa aman saat melakukan pelayanan, dan selalu 
konsisten bersikap sopan kepada semua pasien. Dokter dan perawat juga 
bersedia menjawab pertanyaan maupun keluhan dari pasien maupun 
pengunjung tentang penyakit yang diterita pasien BPJS. 
6. Hambatan peningkatan kualitas pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Brebes meliputi hambatan dari faktor internal dan 
hambatan dari faktor eksternal. Hambatan dari faktor internal berupa 
kurangnya ruang rawat untuk pasien BPJS kelas III sehingga pada 
umumnya pasien naik kelas. Hambatan dari faktor eksternal yaitu 
kurangnya pemahaman pengguna BPJS tentang persyaratan dan fasilitas 
yang diperoleh pengguna BPJS. Pasien mengira seluruh perawatan dan 




VI.1 Saran  
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Bukti fisik rumah sakit berdasarkan hasil penelitian sudah baik, untuk itu 
diharapkan pegawai rumah sakit dapat mempertahankan kualitas 
pelayanan dalam hal bukti fisik seperti melakukan perawatan peralatan, 
penampilan pegawai, dan memelihara kondisi rumah sakit agar selalu 
bersih dan terawat. 
2. Empati pegawai rumah sakit masih kurang berempati terhadap pasien 
BPJS yang kurang persyaratan saat pendaftaran masuh rumah sakit dan 
tidak memperbolehkan pengunjung masuk rumah sakit, untuk itu respon 
dalam pemberian pelayanan oleh dokter dan perawat masih perlu untuk 
ditingkatkan dan tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dan umum 
dan memberikan pemahaman bagi pengguna BPJS yang kurang 
persyaratan maupun pengunjung dengan baik dan sopan.  
3. Keandalan rumah sakit berdasarkan hasil penelitian sudah baik, 
diharapkan pihak rumah sakit dapat memperhankannya dengan tetap 
memberikan jasa secara tepat waktu, dan selalu menyimpan data tentang 
riwayat penyakit pasien yang pernah dirawat. 
4. Keresponsifan pegawai rumah sakit berdasarkan kasil penelitian belum 
maksimal, diharapkan pegawai rumah sakit dapat meningkatkan respon 
dengan tanggap dan cepat kepada pasien BPJS, begitu juga dengan 




5. Kualitas pelayanan rumah sakit dalam hal keyakinan sudah baik, 
diharapkan pegawai rumah sakit selalu memberikan rasa percaya diri, 
rasa aman kepada pasien dan mampu menciptakan pelayanan yang lebih 
baik, lebih meningkatkan kinerjanya, dan mampu memberikan 
pemahaman kepada pasien pengguna BPJS terkait dengan persyaratan 
dan fasilitas yang diperoleh sesuai dengan kelas BPJS yang diambil. 
6. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan persyaratan menjadi pasien BPJS 
sehingga pasien mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk 
menjadi pasien BPJS, selain itu pihak rumah sakit diharapkan 
menambah ruangan kelas III untuk pasien BPJS, karena pada umumnya 
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LEMBAR PERMOHONAN WAWANCARA 
 
 
Perihal :  Permohonan Pengisian Kuesioner 









Dalam rangka menyelesaikan penelitian, saya Mahasiswa Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 
Pancasakti Tegal mohon partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi 
kuesioner yang telah kami sediakan. 
Adapun data yang kami minta adalah sesuai dengan kondisi yang 
dirasakan Sdr/i. Kami akan menjaga kerahasiaan karena data ini hanya untuk 
kepentingan penelitian. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang 
tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. 
Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/i yang 
telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini. 
 













A. Jenis Kelamin :    Laki-Laki  b.  Perempuan 
B. Pendidikan Terakhir :    SMA/SMK/MA  DI/DII 
     DIII  S1 
C. Umur :    < 20 Tahun   21 - 30 Tahun 
    31 - 40 Tahun   > 41 Tahun 
 
D. Pernyataan Questioner 
1. Berwujud atau bukti fisik (tangibles) 
a. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah peralatan di rumah sakit sudah modern 
atau sesuai standar yang berlaku dalam melayani pasien? 
b. Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana pegawai rumah sakit 
berpenampilan dalam melayani pasien? 
c. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah penampilan bangunan dan ruangan-
ruangan di rumah sakit mempunyai berdaya tarik visual? 
2. Empati (empathy) 
a. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah pegawai rumah sakit memberikan 
perhatian individual kepada para pasien? Berikan contohnya! 
b. Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana perlakuan dokter atau perawat saat 
menangani pasien? 
c. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah dokter atau perawat sungguh-sungguh 
dan memahami mengutamakan kepentingan atau kebutuhan pasien? 
e. Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana pegawai rumah sakit memberikan 




3. Keandalan (reliability) 
a. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah pihak rumah sakit menyediakan 
layanan sesuai yang dijanjikan? 
b. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah rumah sakit dapat diandalkan dalam 
menangani masalah kesehatan? 
c. Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana pegawai rumah sakit memberikan 
pelayanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan? 
d. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah pegawai rumah sakit menyimpan 
catatan atau dokumen tanpa kesalahan? Berikan contoh! 
4. Keresponsifan (responsiveness) 
a. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah dokter atau perawat selalu 
menginformasikan kepada pasien tentang penyakitnya? 
b. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah dokter atau perawat memberikan 
layanan yang cepat bagi pasien? 
c. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah dokter atau perawat merespon 
permintaan pasien? Jelaskan! 
5. Keyakinan (assurance) 
a. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah dokter atau perawat mampu 
menumbuhkan rasa percaya para pasien? 
b. Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana dokter atau perawat konsumen 
memberikan rasa aman sewaktu melakukan pelayanan pada pasien? 
c. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah pegawai rumah sakit secara konsisten 
bersikap sopan kepada pasien atau pengunjung? 
d. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah dokter atau perawat mampu menjawab 































































Dokter RSUD Kabupaten Brebes 
 
 






Perawat RSUD Kabupaten Brebes 
 
 





Pasien RSUD Kabupaten Brebes 
 
 







Pengunjung RSUD Kabupaten Brebes 
 
 






 Berkas atau Dokumen Pasien BPJS 
 
 





Ruang tunggu Poliklinik RSUD Kabupaten Brebes 
 
 
 
 
